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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini
berpedoman pada “pedoman transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan
keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI

tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambatkan

- Ba’ B Be

& Ta’ T Te

& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

d Ha h Ha (dengan titik dibawa)
d Kha’ Kh Kadang ha

a Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik dibawa)
B Ra’ R Er

3 Zai z Zet

o Sin S Es

g Syin Sy Es dan ye
ul Sad S Es (dengan titik dibawa)
ol Dad D De (dengan titik dibawa)
b Ta’ T Te (dengan titik dibawa)
b2} Za’ 4 Zet (dengan titik dibawa)
& ‘Ain Koma terbalik keatas
& Gain G Ge

o Fa F Ef

a8 Qaf Q Ki

I Kaf K Ka

Jd Lam L El

a Min M Em

O Nun N En

K Wau’ W Wa

° Ha’ H Ha

$ Hamzah | ... T Apostrof

¢ Ya’ Y Ye
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a. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal
dan vocal rangkap.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
- Dhammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
2 Fathah dan ya“ Ai Adan |
L9 Kasrah lu Adan U

a. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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b. Ta’Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
N T Fathah dan alif atau ya A a dangaris di atas
- e Kasrah dan ya I I dangaris di atas
S s Dhammah dan wau U u dangaris di atas
Contoh: : JG qala
Jé  qila
Js% yaqilu

1. Ta“ Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/ Contohnya: 4% g, raudatu

2. Ta“ Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ Contohnya: : & g, raudah

3. Ta“ Marbutah yang diikuti kata sandang /al/ Contohnya: Juk ¥) 4a 4,

raudah al-atfal

c. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan

sesuai dengan huruf bunyinya Contohnya: : sl asy-syifa“

2. Kata sandang gamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya huruf /I/

Contohnya : : a8l al-galamu




d. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi’i/, isim maupun hurf, ditulis terpisah,
hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya. Contohnya:
OB A sl A Ol

Wa innallaha lahuwa khairar-razigin

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin



ABSTRAK

Nama : Mus Mualim

NIM : 02.21.03.17.023

Judul Tesis : Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam
Tinjauan Hukum Islam

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses
perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu? Bagaimana tinjauan Hukum
Islam terhadap proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu? Adapun
tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui bagaimana proses perceraian bagi
Aparatur Sipil Negara dan Tinjauan Hukum Islam terhadap proses Perceraian
Aparatur Sipil Negara Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reserach) yang bersifat
kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Adapun sumber data
diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data
observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang di gunakan yaitu
bersifat induktif dan berkelanjutan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan
melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, yang
kemudian diproses di Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya proses permohonan
atau gugatan cerai akan di teruskan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Adapun
tinjauan hukum Islam mengenai proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)
sudah sesuai dengan hukum Islam berdasar pada firman Allah dalam Q.S An-Nisaa:
(4): 59 dan asas mempersulit yang terdapat dalam proses perceraian Aparatur Sipil
Negara (ASN) sudah sejalan dengan hukum Islam sebagaimana dalam hadis nabi
yaitu Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, ,sesuatau
yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Dengan memahami hadis tersebut,
Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal, hal ini juga
terdapat dalam UU 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
esa.

XVi



ABSTRACT

Name : Mus Mualim

NIM :02.21.03.17.023

Title : Divorce of State Civil Apparatus Palu City in Review of Islamic
Law

The problem of this research is: What is the process of getting a divorce by
the State Civil Apparatus (ASN) Palu City? What is thelslamic Legal point of view
on the divorce processfor the State Civil Apparatus (ASN) Palu City? The objectives
to be achieved are to find out how the divorce process for the State Civil Apparatus
and the Islamic Law Review on the divorce process for the State Civil Apparatus Palu
city.

This research is qualitative field research. The research procedure that
produces descriptive data in the form of writing and attitudes that can be observed
from the subject itself. The data sources were obtained from primary and secondary
data collected by observation, interviews and documentation. The data analysis
techniques used were inductive and continuous using data reduction, data
presentation and drawing conclusions or verification.

The results show that the State Civil Service (ASN) who will conduct a
divorce must obtain permission from the competent superior, which is then processed
at the Regional Civil Service Agency, then the application process or divorce suit will
be continued at the Palu Religious Court Class I A. As for legal review Islam
regarding the divorce process of the State Civil Apparatus (ASN) is in accordance
with Islamic law based on the word of Allah in QS An-Nisaa: (4): 59 and the
complicating principle contained in the divorce process of the State Civil Apparatus
(ASN) is in line with Islamic law as in the hadith of the prophet, namely From lbn
Umar. He said that Rasulullah Saw. has said, ~* that which is lawful which God hates
most is divorce. By understanding this hadith, Islam encourages the realization of a
happy and eternal marriage, this is also contained in Law 1 of 1974 concerning the
purpose of marriage, namely to form a happy and eternal family (household) based on
one Godhead.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah usaha yang dilakukan sepasang laki-laki
dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal.'Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk menjalankan
perintah agama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Sejahtera
yaitu adanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup
lahir dan batin-nya, sehingga terciptanya kebahagiaan, yakni kasih sayang antara
anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai apabila dengan mnggunakan prinsip
perkawinan untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja.
Itulah mengapa prinsip perkawinan dalam Islam harus didasari kerelaan hati,
stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama

adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari“at Islam.?

Pernikahan sejatinya harus terus dijaga sebisa mungkin dengan berbagai
cara salah satunya dengan tidak saling melanggar kodratnya sebagai pasangan
suami istri, agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yang di inginkan, agar
ke khawatiran akan hal-hal yang tidak di inginkan dalam menjalani bahtera rumah
tangga tidak ada, apalagi sampai menyebabkan resiko yang tidak di inginkan yang

dapat mengakibatkan rusaknya atau putusnya hubungan dalam pernikahan. Islam

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991), 7.
2Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Cet. Ke-3, Jakarta:Kencana, 2008), 22.



memang mengizinkan perceraian, btapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya
bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak

ada lagi jalan keluar. Sebagaiman dbisebutkan dalam QS. Al-Bagarah (2): 227:

ﬁ"@’.f.."ﬁ T s 7
e e Al 08 Glhall 1202 ()

Terjemahnya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.®

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun
1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..*

Di Indonesia, sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang
dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami
istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai
keberhasilan dalam perkawinan yang bahagia dan kekal tentu tidaklah mudah,
banyak faktor-faktor yang dapat menghalangi tercapainya keberhasilan tersebut,
salah satunya adalah timbulnya konflik didalam keluarga yang dapat mengurangi
keharmonisan, akibatnya dapat menimbulkan kesepakatan untuk tidak
mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk bercerai. Meskipun
diperbolehkan, namun perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan

bagi pasangan yang telah menikah. Perceraian dianggap sebagai suatu kegagalan

3Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya(Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005),
37.

4Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 61.



karena didalamnya terdapat pemutusan tali pernikahan yang sebelumnya dianggap
sakral. Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena
salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan
demikian berhentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban dan

perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.®

Ketidak mampuan mereka untuk menjaga ikatan pernikahan juga
menyebabkan pasangan tersebut mudah mengakhiri hubungan pernikahan.
Banyak hal yang mendorong pasangan suami istri untuk bercerai salah satunya
dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk memenuhi hak dan
kewajiban sebagai pasangan dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan disebutkan bahwa

alasan-alasan daasar perceraian adalah sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi,
pemadat dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun
berturu-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemauannya.

3. Apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun
dan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain.

SAnik Farida dkk, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai
Komunitas Adat, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengemban ~ gan Agama Jakarta, 2007), 17.



5. Apabila salah satu pihak medapatkan cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
istri.

6. Apabila di antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan kembali rukun lagi dalam

hubungan rumah tangga.®

Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan bahwa
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selain itu, harus ada alasan yang cukup untuk melakukan perceraian. Perceraian
dapat terjadi kepada siapa saja termaksud pejabat negara, artis, maupun Aparatur

Sipil Negara (ASN).

Terdapat beberapa pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara atau

Pegawai Negeri Sipil, menurut Musanef:

Pegawai Yyaitu seseorang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan
imbalan jasa yang berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau dari
badan swasta.

Selanjutnya Musanef menjelaskan:

Pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung
digerakkan oleh manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan
menyelenggarakan pekerjaan sehingga dapat menghasilkan karya yang
diharapkan dalam usaha pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.’

Pada dasarnya peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia yang

mengatur mengenai keluarga adalah bersifat umum. Namun, ternyata terdapat

6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19.

"TA.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian,(Jakarta: Rajawali, 2006), 113.



Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Menurut Waskito
Reksosoedirdbbbbbjo, Kepala Badan Administrasi Negara Tahun 1992,

mengatakan bahwa:

Aparatur Negara adalah pejuang dan pelopor dalam melaksanakan
pembangunan nasional. Oleh karena itu, rumah tangganya harus dibina
sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak terganggu oleh
masalah-masalah rumah tangga.®

Namun ternyata masih cukup banyak perceraian yang terjadi dilingkungan
pegawai Aparatur Sipil Negara. Berkaitan dengan perceraian Aparatur Sipil
Negara yang berbeda dengan masyarakat biasa yang dapat dengan mudah
mendaftarkan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, Aparatur Sipil
Negara memiliki peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi. Untuk
mengajukan permohonan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari
pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan
perceraian. Hal tersebut tentu dapat mempersulit pegawai Aparatur Sipil Negara

untuk bercerai.

Melihat dari data dan fenomena yang terjadi pada kasus perceraian
Aparatur Sipil Negara di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu mulai pada
tahun 2016 sampai akhir tahun 2019, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan

Hukum Islam.

8Soegeng Prijarminto, Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS (Jakarta: Pradyna
Paramita, 1992), 11.



B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang akan

di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses perceraian Aparatur

Sipil Negara (ASN) Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Berdasarkan pada perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan
dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengatuhi bagaimana proses perceraian dan faktor yang menjadi
penyebab perceraian Aparatur Sipil Negara di Kota Palu.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses
Perceraian Aparatur Sipil Negara di Kota Palu.

b. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
langsung maupun tidak langsung bagi:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang hukum
perkawinan secara khusus dalam perkawinan Aparatur Sipil Negara.

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan
pegetahuan dan dapat memberikan informasi kepada para pihak yang

terkait dengan maslaah yang akan diteliti. Selain itu penelitian ini



diharapkan dapat digunakan sebagai alat pencegahan atas kemungkinan
terjadinya kasus perceraian.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu
Dalam Tinjauan Hukum Islam. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah
pemahaman terhadap judul tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa defenisi

secara utuh sebagai berikut:

1. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Apabila masing-masing
dari pasangan tersebut sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya,
maka mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama proses
perceraian, salah satu yang harus putuskan oleh pasangan tersebut yaitu
tentang bagaimana membagi harta yang diperoleh selama dalam
pernikahan seperti mobil, rumah, perabotan atau kontrakan, dan
bagaimana kewajiban merawat anak-anak mereka dan biaya hak asuh
bagi anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan
tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke
pengadilan.® Adapun menurut kamus bahasa indonesia Perceraian ialah
putusnya hubungan sebagai suami istri atau perpisahan antara suami
istri.10

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

*https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian.

19Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional (Jakarta,:
Pusat Bahasa, 2008), Pdf, 281.



pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.'!Adapun menurut Undang Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur
Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja dan bekerja pada instansi

pemerintah.!2

Uhttps://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara.

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara



E. Krangka Pemikiran

Proses perceraian dalam Aparatur Sipil Negara memiliki tahapan yang

harus di lalui bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian, mulai

dari proses pengurusan administrasi di Badan Kepegawaian Daerah, mendapatkan

izin dari atasan yang berwenang sampai dengan proses di Pengadilan Agama.

Dalam tesis ini penulis menggunakan tinjauan hukum Islam untuk menganalisis

proses perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu, dan kemudian di gambarkan

dalam bentuk diagram sebagai berikut:

AL QURAN

AL HADIS

)

Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu

Dalam Tinjauan Hukum Islam

Proses di Badan
Kepegawaian Daerah
Kota Palu

\4

A 4

Izin Atasan

Proses di Pengadilan

Agama Palu Kelas | A

A

A

Tinjauan Hukum Islam
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F. Garis-garis Besar Isi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang

masing-masing menjelaskan:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur
bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan
dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka

Pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab Kedua, adalah tentang kajian pustaka. Di mulai dari penelitian
terdahulu, perceraian dalam Hukum Islam, peraturan perceraian aparatur sipil

negara dalam hukum positif.

Bab Ketiga, adalah tentang gambaran metode penelitian. Dimulai dari
jenis penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

Bab Keempat, Bab ini berisi tentang Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini
penulis akan menganalisis Proses perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu dan

Tinjauan Hukum Islam dalam proses Perceraian Apratur Sipil Negara Kota Palu.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari isi tesis
secara keseluruhan. Dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya

diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.
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BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
baik dalam bentuk tesis, karya ilmiah maupun literature yang lain. Penelusuran
yang dilakukan bekaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis
yaitu mengenai Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palu (Studi
Kasus Pada Tahun 2018). Penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis adalah

sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang di buat oleh Suisno sebagai dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Lamongan dengan judul tinjauan yuridis terhadap perceraian
pegawai negeri sipil yang tidak ada izin pejabat langsung, dalam penelitian ini
Suisno menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, adapun landasan dari
penelitian ini adalah Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
perkawinan. Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis
maka perbedaan teletak pada subjek yakni pada penelitian sebelumnya hanya
menggunakan subjek perceraian Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan
izin dari pejabat langsung, sedangkan penulis menggunakan subyek yang

menyeluruh tentang perceraian Aparur sipil Negara, perbedaan lainnya penulis
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menggunakan tinjauan hukum islam dalam penulisan ini, adapun perbedaan

selanjutnya terletak pada tempatmeneliti.t

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Erza Mufti Umam yang berjudul
“Penerapan Asas Mempersulit Terjadina Perceraian di Pengadilan Agama Wates
(Studi Kasus Tahun 2013)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang
penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates
Kabupaten Kulon Progo, penerapan asas tersebut berjalan dengan baik. Hal
tersebut terbukti dengan rendahnya angka perceraian yang diputus oleh Hakim
Pengadilan Agama Wates.> Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan
dilakukan penulis maka perbedaan teletak pada subjek yakni pada penelitian
sebelumnya menggunakan subjek secara menyeluruh sedangkan penulis hanya
melakukan penelitian pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Perbedaan lainnya
terletak pada tempat dan objek masalah tentang alasan tingginya perceraian juga

berbeda.

Ketiga, Jurnal Hukum yang di buat oleh Abdur Rahman Adi Saputra
M.HI, yang berjudul Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo). Dalam penelitian ini
Abdur Rahman Adi Saputra M.HI menggunakan metode penelitian Hukum

Empiris, dengan pendekan kualitatif dan sumber data primer para Hakim

Suisno, Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada
Izin Pejabat Langsung, Jurnal Independent Vol. 4 No.2. Fakultas Hukum Universitas Islam
Lamongan.

2Erza Mufti Umam, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan
Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013), (Yogyakarta: Program Studi llmu Hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).
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Pengadilan Agama Gorontalo. Adapun landasan dari penelitian ini adalah Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan pasal 5 ayat 2
masih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Bila dibandingkan
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis maka perbedaan teletak pada
subjek yakni pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan subjek perceraian
keadilan pada cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penulis menggunakan
subyek yang menyeluruh tentang perceraian Aparur sipil Negara, perbedaan
lainnya penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam dalam penulisan ini, adapun

perbedaan selanjutnya terletak pada tempat meneliti.®

Dari hasil penelitian di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dalam fokus
permasalahan maupun lokasi penelitian. Berdasarkan literatur penelitian serta
karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya serta melihat situasi dan kondisi
perceraian aparatur sipil negara di kota palu, maka penulis mengambil judul
penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu “Proses Perceraian Aparatur Sipil

Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam.
B. Perceraian Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah

di sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada

3Abdur Rahman Adi Saputra, Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo), Jurnal Hukum, IAIN Sultan Amai
Gorontalo.



14

perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup
suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.*Bila
ternyata pernikahan tidak dapat di lanjutkan karena sebab-sebab yang cukup
beralasan haruslah ada suatu jalan keluar, membiarkan kedua belah pihak tidak
boleh memutuskan pernikahan mereka padahal sudah nyata pernikahan mereka
tidak dapat di persatukan lagi adalah suatu penyiksaan, jalan keluar yang terbaik

yang dimaksut adalah perceraian.®

Seperti yang tertuang dalam undang-undang pernikahan tentang putusnya
perkawinan di mana sebab-sebab yang terjadi adalah kematian, perceraian dan
atas keputusan pengadilan, maka dari itu menjaga hubungan keharmonisan rumah
tangga antara suami istri sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga
sehingga di harapkan perkawinan akan langgeng hingga kelak nanti sampai
berakhirnya usia. Oleh karena itu putusnya pernikahan antara suami istri karena
kehendak suami istri di sebabkan sebab-sebab yang tertuang dalam perundang
undangan disebut perceraian. Entah itu karena melanggar hak dan kewajiban
suami istri atau karena masalah-masalah lainnya yang menyebabkan putusnya
pernikahan, memang perceraian merupakan hal yang tidak terpuji tapi kalau
dalam keadaan mereka sudah tidak mempunyai jalan keluar yang bisa
menyatukan pernikahan mereka kembali atau dalam pernikahan mereka terjadi
jalan buntu dalam penyelesaian masalah, maka jalan terakhir yaitu melakukan

perceraian seperti yang tertuang dalam UU Nol tahun 1974 tentang pernikahan,

4H. M Djamil Latif. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Ghalia: Indonesia,1985), 27.

°R.Soetojo Prawirohamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia
Belanda (Surabaya: Airlangga University Press 1996) , 30.
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dimana yang di maksud pernikahan dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan sebagai upaya membentuk hubungan keluarga antara suami dan istri
dan dimana dalam agama di harapkan dari hubungan perkawinan mampu

membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam Negara Indonesia Undang-Undang Perkawinan yang diakui di
antaranya adalah UU Nol Tahun 1974 dan KHI (kompilasi hukum islam) bagi
warga negara Indonesia yang beragama Islam, namun ada pula peraturan khusus
yang di keluarkan pemerintah yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian
yaitu PP NO 10 tahun1983 tentang perkawinan dan peerceraian Pegawai Negeri
Sipil, dimana dalam peraturan tersebut mengatur para pegawai negeri sebagai
instansi pemerintah agar mematuhi apa yang telah terkandung dalam peraturan
yang telah tertulis tersebut dimana inti dari di adakannya Peraturan Pemerintah

tersebut tertuang dalam bunyi pembukaan Peraturan Pemerintah yang ada.

Ketentuan Undang-Undang tentang yang mengatur tentang dibubarkannya
perkawinan juga dapat ditemukan di Burgerlijk Wetboek Indonesia (BWI).
Perkawinan yang dimaksut dalam BWI adalah pemutusan ikatan perkawinan yang
dilakukan oleh negara yaitu oleh pejabat catatan sipil atau petugas lain yang
berwenang di bidangnya. Seperti point yang tertuang dalam pasal 38 UU No 1
tahun 1974 dimana perkawinan dapat putus karena: a.Kematian b.perceraian
c.atas keputusan pengadilan. Sehingga apabila suami istri ingin mengakhiri
hubungannya dengan perceraian haruslah melewati prosedur juga seperti yang
telah di atur dalam BWI, untuk dapat memulai suatu prosedur perceraian atau

pisah meja dan tempat tidur berdasarkan suatu alasan tertentu, harus di peroleh
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terlebih dahulu izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian dapat di
simpulkan bahwa dalam masalah pendekatan masalah perceraian BWI sangat

memegang teqguh tegaknya prinsip kekal abadinya perkawinan.®
2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari Allah dan menjadi bagian
dari Agama Islam. Konsep dasar dan kerangka pada hukum Islam ditetapkan oleh
Allah. Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan manusia antara
manusia dan benda yang ada dalam masyarakat, melainkan hukum Islam juga
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia antara manusia
dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.
Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul
tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini, peraturan

tersebut di laksanakan oleh semua umat muslim.’

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, oleh sebab itu perceraian
dapat terjadi apabila ada perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan sebagai awal
dari kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dan
adapun perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri. Setiap
pasangan suami istri pasti menghendaki agar perkawinan yang dijalaninya selalu
tetap utuh sepanjang masa, akan tetapi pada kenyataanya tidak sedikit pula

perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah

® Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.
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perceraian. Terkadang perkawinan yang dijalani telah sesuai dengan yang

diharapkan, dan telah diupayakan semaksimal mungkin membinanya secara baik,

tetapi pada akhirnya terpaksa harus berpisah dan mengakhiri perkawinannya.

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam ada lima

yaitu:

WajibYaitu cerai orang yang melakukan ila’ (sumpah suami untuk tidak
menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai’ah
(kembali menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang
hakam dalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat jalan cerai
lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setip cerai yang tanpa
melakukan perceraian hidup menjadi bahaya dan terjerumus kedalam

kemaksiatan.

Mubah Yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai atau
pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak

tercapainya tujuan.

Dianjurkan Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang
wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya

atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesucianya. ( An- Nisa: 14)

Dilarang Yaitu bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa

suci. ( At-Thalag ayat 1)

Makruh Yaitu cerai tanpa ada hajat, ada dua riwayat dalam hal ini yaitu:
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1) Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri.
Serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada
hajat. Oleh karena itu hukumya haram.

2) Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini
dikarenakan cerai tanpa hajat meniadakan maslahat-maslahat uang
dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.®

Islam telah mengatur tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi
suami isteri agar hubungan perkawinan tetap berjalan sesuai tujuan pernikahan
yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam juga telah menagatur dan
memberi solusi bagaimana cara mengatasi dan mengembalikan yang hak apabila

di antara suami atau istri berbuat di luar hak.

Menurut hukum Islam, putusnya perkawinan dikarenakan beberapa sebab,
di antaranya disebabkan adanya thalaq dari suami, adanya putusan hakim, dan
karena putus dengan sendirinya (karena kematian). Adapun yang menyebabkan
putusnya perkawinan sebagaimana penulis telah sebutkan di atas adalah sebagai

berikut:
1. Cerai Mati atau meninggal

Cerai mati ialah meninggalnya salah satu pasangan hidup, dan adapun
pihak yang ditinggalkan, sendiri dalam menjalani kehidupannya. Pengalaman
hidup yang paling menyakitkan yang dihadapi oleh seseorang salah satunya ialah

meninggalnya pasangan hidup yang dicintainya. Dimaksud dengan meninggal

8Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
188.
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yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik
meninggalnya secara fisik, yakni memang dengan kematianya itu diketahui
jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui.
Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak di ketahui apakah dia
masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat
menetapkan kematian suami tersebut.’Keterangan yang berkaitan dengan cerai
mati tidak begitu banyak dibicarakan oleh para fugoha dan para akademisi, hal ini
karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah

jelas.
2. Cerai talak

Secara etimologi kata talak berasal dari bahasa arab yaitu ithlaq yang
artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan sebuah ikatan
perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan.®Menurut Abdurrahman Al-
jaziri pengertian talak adalah mengilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut
Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak
dan yang semacamnya. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan
sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan maka istri tidak lagi halal bagi
suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba’in, sedangkangkan arti tentang

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkuranganya hak talak bagi

°Abdul Rohman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group), 2010, 248.
10 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah juz8( Bandumg:PT. Alma Arif), 1987. 7.
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suami menjadi dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi

hilang hak talak tersebut, hal tersebut terjadi pada talak raj’i'!
a. Hak talak

Hukum Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia
yang lebih bersi keras untuk melanggengkan tali perkawinan yang di biayainya
dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia ingin bercerai atau kawin lagi ia

perlu membiayainya lagi dalam jumlah besar atau lebih banyak.'?
b. Syarat-syarat menjatuhkan talak

Sesungguhnya Islam megharuskan akad pernikahan selamanya, keutuhan
pernikahan di utamakan demi menjaga agar perpisahan dalam rumah tangga tidak
terjadi karna akan menimbulkan banyak kerugian akibat hancurnya hubungan
rumah tangga atau hubungan suami istri. Pernikahan yang dilaksanakan antara
suami istri terus berlangsung sehingga maut yang memisahkan. Keberadaan Talak
tidak diperintahkan secara mutlak dikarenakan talak pada dasarnya adalah sesuatu
yang tidak diperbolehkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat

tertentu, syarat itu terdapat pada suami, istri dan shigaq talak.
Syarat untuk suami agar sah dalam menjahtuhkan talak:

a. Baligh
b. Berakal sehat

c. Tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kehendak sendiri.

1 Abdul Rohman Ghozali, Figh Munakahat,( Jakarta: Prenada Media Group), 2010, 192.
125ayyid Sabig, Fikih Sunnah juz8,(Bandumg: PT. Alma Arif, 1987), 15.
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d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.'?
Syarat seorang istri agar syah ditalak suaminya:

a. Berada dalam ikatan suami-istri secara sah.

b. Berada dalam Iddah Talak raj’i.

c. Jika Perempuan dalam Iddah.

d. Jika perempuan dalam keadaan pisah badan karena dianggap

talak.'*
¢. Macam-macam talak

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau di

rujuk kembali, dibagi menjadi dua golongan:

1) Talak raj’l Yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang
telah dikumpuli, yang dalam masa iddahnya bekas suami berhak
merujuknya.

2) Talak ba’in Yaitu talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk
kembali bekas istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba’in ini di bagi
menjadi dua, yaitu:

a) Talak ba’in sughro Yaitu talak yang mengharuskan hak rujuk dari
bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada

istrinya.

BBMuhammad Jawad Mugniyah, Figh Lima Madzab ( Jakarta:Lentera),1996, 441-442,
145ayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8 (Bandumg: PT. Alma Arif), 1987, 23- 24.
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b) Talak ba’in kubro Yaitu talak yang menghilangkan hak suami
untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali bekas istrinya
telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagaimana

Suami istri secara nyata-nyata dan syah.™®

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Bagarah (2): 230:

Tooof o473 wNE 15T N i oz s ek | G As- IR R
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Terjamahnya:

“Kemudian apabila suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan tersebut tidak lagi halal baginya hingga dia
menikah dengan suami yang lain. Kemudian apabila suami yang lain
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk melakukan pernikahan kembali apabila keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-
hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui”®

Ditinjau dari Waktu dijatuhkanya talak, talak dibagi menjadi tiga macam:

a. Talak Sunni, yaitu talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dan

dikatakan talak sunni apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Istri yang di talak sudah pernah digauli.
2) lIstri dalam keadaan suci yang tidak pernah digauli pada waktu suci.
3) lIstri segera dapat malakukan iddah suci setelah di talak, yaitu istri dalam

keadaan suci dari haid.

15H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap),
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, 230- 246.

16 Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali Art,
2005), 56
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b. Talak Bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan

Rasullullah dan dikatakan talak bid’i jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Talak yang dijatuhkan pada waktu haid
2) Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci, dan pernah di

kumpuli pada waktu suci.

c. Talak la Sunni wala bid’l, Talak ini berbeda dengan dua talak sebelumya. Talak

ini antara lain, yaitu:

1) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di gauli.
2) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, istri yang

telah lepas dari haid.

d. Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai

ucapan talak, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak shorih Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan
tegas serta dapat dipahami sebagai peryataan talak atau cerai seketika itu
di ucapkan dan tidak perlu di pahami lagi.

2) Talak Kinayah Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau

Samar-samar.

e. Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak dibagi

menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan

lisan dan kemudian istri memahami isi dan maksudnya.
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2) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang di sampaikan suami dengan bentuk
isyarat di karena suami tuna wicara atau istri tuna rungu.

3) Talak dengan utusan, talak yang di sampaikan suami dengan pelantara
orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada
istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suaminya mentalak

istrinya.
3. Khuluk atau cerai gugat

Khuluk berasal dari kata Bahasa Arab: khola’a, yakhlu’u, khulu’an yang
searti dengan azaala, yuziilu, izalatan yang berarti menanggalkan, melepaskan,
mencabut, atau menghilangkan.'’Khulu secara terminologi perceraian yang
dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Dengan demikian, khulu’
merupakan bentuk institusi talak yang miliki oleh seorang istri untuk memutuskan
tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai

berdasarkan kesepakatan.

Dalam khulu, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur
penting. Unsur inilah yang membedakan antara khuluk dan cerai biasa (cerai
talak). Khulu’ hanya dipebolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai
dengan alasan syar’i, adapun jika istri mengajukan khulu kepada suaminya bukan
karena alasan yang diperbolehkan oleh agama, maka khulu tersebut menjadi

hukumnya haram?*®

17 Akhmad Sya’bi, kamus Al- golam (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab). (Suarabya: Halim
Jaya, tt), 55.

18Tim Al-manar, Fikih Nikah (Bandung: Syamil cipta Media), 2007, 109.
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a. Dasar Hukum Khulu.

Munculnya sikap nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dari

pihak suami-istri dan adanya syiqoq di jelaskan dalam QS. An Nisa’(4): 128.
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Terjemahnya:

“Dan apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, Maka bagi keduanya boleh melakukan perdamaian
yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan apabila kamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap
tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”®?

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah Tafriq (pisah) yang di
mintakan kepada hakim atau dengan cara khulu’Khulu’ harus di dasarkan pada
alasan peceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116, demikian bunyi pasal
124 Kompilasi Hukum Islam. Maka semua alasan perceraian yang terdapat pada
pasal 116 KHI mualai hurub (a) sampai dengan huruf (h) dimungkinkan untuk
dasar perceraian yang di lakukan dengan jalan khulu’.?°Dengan kata lain,
perceraian khulu’ dapat dilakukan atas alasan suami berzina, penjudi, peminum
minuman keras yang sulit di sembuhkan atau dengan alasan suami telah
melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-

alasan lainya.

Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya, (Bandung: Jumanatul Ali Art,
2005), 143.

2Dahlan Idhamy, Azas-azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al
Ikhlas), 54
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b. Latar Belakang Khulu’.

Khulu” secara umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta
sebagai ‘iwadh yang di berikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya
agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’ mubara’ah maupun
talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri
dengan Kkata-kata khulu’ (pelepasan). Adapun perceraian menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat di ajukan oleh kedua belah
pihak suami maupun istri. Perceraian yang di ajukan istri di sebut dengan cerai
gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami di sebut cerai talak. Artinya,
perceraian juga menjadi kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum islam di
sebut dengan khulu’ atau fasahk. Latar belakang Khulu’ berawal dari kebencian
yang semakin membesar, perpecahan, penyeleslesaian semakin sulit, sehingga
kehidupan suami isteri akhirya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini,
Islam memberikan hak kepada isteri untuk menebus dirinya dengan jalan khulu’
guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.?!

Sedangkan menurut Mahmud Yunus bahwa kondisi suami yang
menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai ialah sebagi berikut:

Apabila suami mendirita sakit gila.

Apabila suami mendapat sakit kusta.

Apabila Suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit).

Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan
persetubuhan.

e. Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak seorang pun yang
mengetahui keadaan hidup atau mati.?

oo

21Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah juz 8, (Bandung: PT. Alma Arif), 1987. 98-99.

22Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung),
1983, 201.
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4. Fasakh

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan antara suami istri.
Fasakh bisa terjadi dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi pada akad
nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Putusnya
perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan yang
terjadi pada waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk
kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau
sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam
mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad, pasca
perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri
tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.?® Dalam hukum
perdata fasakh di kenal dengan pembatalan perkawinan. Abdul Jamali
menyebutkan bahwa alasan yang dapat di gunakan istri untuk mempergunakan

hak fasakh dengan mengugat cerai adalah:

a. Menderita sakit, Alasan menderita sakit ditunjukan kepada suami yang
tidak dapat menjalankan kewajibnya sebagai kepala rumah tangga yang
terdiri atas penyakit; sakit ingatan, sakit gila, dan impotensi. Alasan karena
sakit ini harus melalui upaya peyembuhan terlebih dahulu.

b. Keadaan ekonomi, Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan
rumah tangga dalam kelangsunganya seperti pangan, sandang, papan.

Maka istri dapat mengajukan untuk mengajukan cerai. Tetapi alasan ini,

Z3Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta:Prenada media group), 2003, 134-
135.
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setelah ada upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji atau
penghasilan.

Sosiopsikoligis, Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam
menaggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak
diketahui tetangga atau lingkungannya. Alasan ini dapat berupa: pertama,
suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan atau tidak diketahui dia
tinggal. Menurut khalifah umar lamanya istri menunggu selama empat
tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan cerai. Dalam praktek
sekarang, dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali dan jika tidak ada
respon dari terpanggil baru mengajukan permohonan. Kedua, suami sering
menyeleweng, pemabuk, penjudi atau hal-hal lain yang dapat menggangu

psikis istri dan kehidupan rumah tangganya. 2
5.Li’an

Kata li’an menurut bahasa yaitu saling melaknat yang terjadi di antara dua

orang atau lebih. Secara harfiah li’an berarti saling melaknat. Secara terminologi

adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina atau ia menolak bayi yang

lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan dia tidak mampu

mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian

empat kali bahwa ia benar dalam tuduhanya.?®Dalam hal ini pada dasarnya sang

suami tidak bisa langsung menuduh sang istri telah melakukan perbuatan zina,

akan tetapi sang suami harus mendatangkan 4 orang saksi sebagai bentuk kehati-

2R Abdul Jamali, Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium limu

Hukum, (Bandung: Mandar Maju), 2003, 106-107.

ZMardani, Hadis Ahkam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 276.
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hatian dan sumpah yang harus diucapkan oleh pihak suami dan istri, apabila sang

suami dengan nyata secera lansung telah melihat istrinya melakukan perzinaan.
6. Zhihar

Zhihar berasal dari kata Zhahr artinya punggung, kata zhihar berarti
pernyataan suami kepada istrinya “engkau seperti punggung ibukku”. Dalam
kaitanya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami yang berisi
dengan penyerupaan punggung istri dengan punggung ibunya, dan apabila suami
mengatakan kata tersebut kepada istrinya maka istrinya menjadi haram untuknya
dan suami juga diharamkan untuk menggauli istrinya atau mencumbu istrinya
hingga suami membayar kaffarat atas ucapanya tersebut. Sebagaimana dalam QS.

AL-Mujadilah (58): 1-4:
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Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan wanita yang
mendebat padamu tentang kejadian suaminya sambil mengadu kepada
Allah dan Allah telah mendengar soal jawab antara keduanya.
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.(1) Orang-orang
yang berumpah zhihar di antara kamu terhadap istrinya, padahal tiadalah
isteri mereka itu ibu mereka. Sesungguhnya ibu-ibu mereka tidak lain
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hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka telah
mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan
sesungguhnya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
(2) Dan orang-orang yang bersumpah zhihar kepada isteri mereka,
kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,
maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami
isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat. (3) Barang siapa yang tidak
dapat memerdekakan budak, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan
berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak bisa
puasa maka wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin.
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan
itulah ngukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat
pedih.

Islam mengharamkan Zhihar menjadikan termaksud ucapan yang keji dan
menetukan hukumnya. Jika suami mengikuti hal tersebut dengan talak maka
berakhirlah antara ia dan istrinya. Adapun untuk menghapus kemungkaran ini

dengan khafarat (penebus) berikut ini secara berurutan:

a. Memerdekakan budak perempuan
b. Puasa dua bulan berturut turut
c. Memberi makan enam puluh orang miskin?’

7. 1la’

Secara arti Ila’ berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara
bersumpah”. Secara definitif ila’ berarti sumpah suami untuk tidak menggauli
istrinya dan apabila kemudian menggauli istrinya maka harus membayar
kifarat.?®Sungguh Islam mengharamkan berbagai bahaya makar ini, serta

membentuk hukum yang benar untuk menghapus segala permasalahan dan

%Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali Art,
2005)

27Ali Yusuf As-subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 361.

ZAmir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2003), 138-
139.
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membersihkan keburukan. Perempuan yang tersakiti karena perbuatan tersebut,

terlebih dahulu mengahadap hakim bahwa ia disakiti, lalu hakim memerintahkan

untuk menghapus sumpahnya dan kembali pada janji sebelumnya. Jika telah

berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim

menceraikanya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.?

Sebagaiman dalam QS. AL-Bagarah (2): 226-227:
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Terjemahnya:

“Bagi suami yang telah meng-ilaa” isterinya diberi waktu empat
bulan. Maka jika ia kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berniat untuk
bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.*

3. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

a. QS. An Nisa’ (4): 130:

Terjemahnya:

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan
pada masing-masingn dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha
Luas lagi Maha Bijaksana”.3!

2005).

2Ali Yusuf As-subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 359.

¥Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali Art,

1bid., 144
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QS. Al Bagarah (2): 229:

da

W\Jhbu\egdmy‘gwabc_tﬂj\ uj)mddw\ﬁuﬁ/' du\
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Terjemahnya:

“Talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
tidak halal bagi suami mengambil kembali sesuatu yang telah kamu
berikan kepada istrinya, kecuali kalau keduanya dikhawatirkan tidak akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa
keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada
dosa atas keduanya merima apa yang di kembalikan oleh istri sebagai
penebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka
Itulah orang-orang yang zalim”.%

QS. At Thalaq (65): 1:

~ &4); & po :1‘, / G 2 awe Tow ;a.’ T
Y B Al 585 Sl T ladly Gedal (A sallad (AN Al 13 2 A
L. . CETs 8 s o ..,~':w~£ - L 1..‘/ ." T 87 - \F. % . 28 f ) 74
ey AT 08 Gl A0k Akagy Gl o V) G5 Y5 Cadsdh (e (AR AS
2,‘1/ P > 8 &% Ty 3 %\ %% fy. zes @ - 824 @
\ﬁ\é;qaiggg;gm\dﬂ@)mymgkqu}hm

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isteri isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada masa iddahnya dan hitunglah
waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke
luar kecuali mereka telah berbuat perbuatan keji yang terbukti. Itulah
hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum Allah berarti dia
telah menganiyaya dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui mungkin Allah
akan menurunkan perintahnya yang baru”.%3

#2|bid., 55.
#Ibid., 945.
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b. Al Hadis

A el sl Ay ale G0 s A Ol 0B 08 I Ges

(2303 5 8155) . oal

Artinya:

Dari Ibnu Umar. la berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda,

,sesutau yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.® (Riwayat Abu

Dawud).3*

Hadis ini menunjukkan, dalam hal perkara yang dihalalkan terdapat hal-
hal yang dibenci oleh Allah, dalam hal ini talak merupakan perkara halal yang
paling dibenci oleh Allah. Makna 'dibenci’ dalam perkara talak yaitu sebagai
bentuk kiasan, apabila perkara tersebut dilakukan tidak terdapat pahala di
dalamnya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah. Sebagian ulama memberikan
contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan
shalat fardhu di masjid secara berjamaah tanpa adanya udzur (halangan). Hadits
ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa
adanya faktor-faktor yang membolehkannya. Sebagian ulama telah membagi talak
ini kepada lima hukum. Talak yang diharamkan adalah talak bid'i, sedangkan
talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa ada sebab kondisi rumah tangga

dalam keadaan normal. Dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun

dihalalkan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

34 Abu Daud, Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah, Bab fi karahiyatit talak, Juz 6 (Beirut:
Daar Al-Fikr, 1994), 91.
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Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Habib dari Atha bin Abi Rabbah dari Ibnu

Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “tiga perkara yang

serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan

rujuk. (HR. Abu Dawud)” %

Pernikahan merupakan sunnah dari nabi muhamad yang apabila
dilaksanakan akan mendapat pahala akan tetapi apabila tidak dilakukan tidak
mendapatkan dosa tetapi hanya dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah
rasul.*Tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah
warohmah dan mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan merupakan
dambaan oleh setiap orang yang telah menikah, karena keturunan merupakan
generasi selanjutnya bagi kedua orang tuanya, dalam pernikahan mempunyai
tujuan luhur agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam menjalani rumah

tangganya, ditegakkannya hukum dalam rumah tangga berdasarkan syari’at Islam

adalah hukumya wajib.

Islam sangat menginginkan terwujudnya hubungan keluarga yang
harmonis dan penuh dengan kebahagiaan, adapun dalam Islam juga telah di

ajarkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga di

%Sulaiman bin al Asyas al Sijistani, Sunan Abu Dawud, jld 1 (Beirut: Dar al Kutub al
limiyah, 1996), 166.

%6Syaikh Kamil Muhammad, ‘Uwaidah, Figih Wanita (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998)
375.
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antara suami dan isteri. Pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang
dihalalkan. Akan tetapi, dikarenakan perceraian memberikan dampak buruk yang
sangat besar bagi kehidupan manusia maka dari pada itu iblis menyenangi

perbuatan tersebut.

Al-Jaziri dalam kitab Al-Figh ‘Ala Madzahibil Arba’ah mendefinisikan

talak dengan:

U Hads Bl s Hliall 3 AR &) 5) Ul

Artinya:

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.%’

Definisi di atas menjelaskan bahwa talak adalah melepaskan ikatan
perkawinan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya. Adapun arti tentang
mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yaitu berkurangnya hak talak bagi suami
yang juga mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang di miliki suami dari
tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam talak

raj’i.38

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah di talak yang bukan pada talak
bain tanpa adanya akad. Rujuk merupakan hak mutlak di miliki suami dalam masa
iddah wanita yang ditalak raj’i. Hak mutlak ini tanpa ada syarat kerelaan istri, oleh

karena itu perlunya menimbang setiap pengambilan keputusan dan tidak

37 Abdur Rohman Al-Jaziri, Kitabul Figh ‘Ala Madzahibil Arba (Beirut: Daarul Kutub Al-
‘Ilmiyah, 1996), 248.

%8Tihami, Figih Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 229.
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berdasarkan emosi, dalam hal nikah, talak dan rujuk semua mempunyai hukum
dan akibat apabila dilakukan secara gegabah ataupun main-main. Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

GIL Y - Al adle ) e 0 05 08 06 - A2 G oy - s GE s
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Artinya:
“Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata,"Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda,"Tidak ada talak kecuali setelah ada
pernikahan, dan tidak ada pembebasan (budak) kecuali setelah ada
kepemilikan."(HR. Abu Ya'la dan telah dishahihkan oleh Al-Hakim).*
Islam mengatur perkara talak dan menjadikan talak tidak hanya satu kali,
apabila perceraian telah dilakukan, maka terputusnya hubungan antara suami
isterii. Akan tetapi dalam syari’at Islam dibolehkannya talak, Islam mengatur
perkara talak lebih dari satu kali, bentuk usaha dalam syari’at untuk tidak
terjadinya sebuah perceraian tidak berhasil salah satunya di sebabkan
permasalahan antara keduanya sudah terlanjur parah. Dalam keadaan seperti ini

seseorang suami dituntut untuk menggunakan tindakan yang lebih kuat, yaitu

talak dan adanya talak apabila akad pernikahan telah terjadi sebelumnya.

4. Alasan atau sebab Perceraian Menurut Hukum Islam
a. Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara Suami istri atau salah satu pihak.

1) Pengertian Nusyuz

#¥lbnu Hajar al Asqgalani, Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam, (Semarang: Toha
Putera, t. th), 227.
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Nusyuz secara etimologi berarti menentang, juga berarti kedurhakaan.
Secara terminolagi artinya istri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan

membencinya.*

Menurut Abu Mansur Al-Laghawi bahwa:

Nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan, suami membeci istri
dan sebaliknya. Menurut Abu Ishag, Nusyuz ialah hubungan yang tidak

harmonois yang disebabkan suami dan istri saling membenci.**

Perbuatan nusyuz tidak hanya terjadi pada kalangan istri akan tetapi juga
pada kalangan suami. Macam-macam Nusyus suami yaitu menjauhi istri, bersikap
kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya,
mengurangi nafkahnya.*?Peraturan yang telah di tetapkan merupakan sebagai
sandaran hukum dalam perkawinan, semua itu demi menjaga hubungan
pernikahan agar tidak ada semena-mena antara suami kepada istri begitupun
sebaliknya karena semuanya mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh masing-

masing pasangan suami istri.

2) Nusyuz istri,
Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung
jawabnya, dan bahwa istrinyalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau

melakukan sesuatu yang di benci.*®

40Tim Al-Manar, Fikih Nikah (Bandung: Syamil Cipta Media), 2007, 98.
4 Ahsin W. Alhafidz, Kamus figh ( Jakarta: , Amzah), 2013,176.
42Ali Yusuf As- Subkhi, Figh Keluarga ( Jakarta: Amzah), 317.

43Kamil al Hayati, Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), 40.
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Macam-macam Nusyuz Istri

Para Ahli figih mengklasifikasikan Nusyuznya Istri kedalam beberapa

Meninggalkan  berhias di  hadapan suami sedangkan  suami
menginginkanya.

Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilanya.
Keluar dari rumah tanpa izin suami atau tanpa hal syar’i.

Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti shalat,
dan puasa ramadhan.

Istri membolehkan masuk seseorang yang di benci suami dan orang yang
bukan muhrim.

Istri puasa Sunnah tanpa izin suami.

Istri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang
di benarkan oleh syar’i.

Seorang istri lebih senang hidup di tempat lain dari pada hidup bersama
suami tanpa alasan yang di benarkan oleh syar’i.

Keduanya tinggal di rumah istri, tetapi istri melarang suami untuk
memasuki rumahnya.

10) Mengadukan hal ihwal suami yang negatif kepada orang lain yang

membuat suami tidak senang.

11) Istri tidak mentaati perintah dan larangan suami dalam bingkai syari’at.
12) Melakukan pemborosan terhadap harta suami dan keluarga, dan suami

tidak senang dengan sikap tersebut.

13) Melakukan Perzinahan.**

b)

1)

Kaidah penyeleseaian nusyuz istri

Menasihati

Diharapkan dengan adanya sikap yang saling memberikan nasehat secara

baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami- istri dan kehidupan

rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu

dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya musyawarah dan demokratis

dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah dalam segala aspek kehidupan

4“Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 303- 307.
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berumah tangga harus diselesaikan melalui musyawarah minimal suami dan istri.
Demokrasi adalah antara suami istri harus saling terbuka untuk dapat meneima
pandangan dan pendapat pasangan. Saling membuka diri juga di perlukan agar
dapat saling mengoreksi antara suami istri agar dapat saling menerima

kekurangan.

2) Pisah ranjang

Pisah ranjang dalam istilah figh di sebut dengan Al Hijr secara etimologi
berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang di
maksud. Dan secara epistimologi berarti seorang suami yang tidak mengauli
istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja
sama denganya. Adapun batas waktu hijr dapat dilakukan oleh suami tanpa batas,
selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat
bulan berturut-turut, karena jangka waktu tersebut adalah batasan maksimal yang
tidak boleh di lampui, sebagi pendapat yang tekuat. Syariat Islam telah mengatur
sebuah aturan dan metode dalam mengatasi apabila terjadinya sikap perlawanan
wanita dan kecenderungannya yang bengkok, maka dari pada itu seorang suami
tidak boleh sewenang-wenang dalam bertindak, inilah salah satu bentuk keadilan
Islam terhadap umatnya, terlebih kepada istri, dalam Islam kehormatan wanita

sangat dimuliakan.

3) Memukul

Ulama madzab sepakat bahwa pemukulan yang di benarkan adalah

pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan
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tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad Ali ash Shabuni dan
Wahbah Az Zuhaili sebagai mana yang dijelaskan di eksiklopedi Islam, bagian

yang harus dihindari dari tahap pemukulan adalah:

(@) Muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.

(b) Perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian.

(c) Pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar
timbulnya bahaya.

c) Akibat nusyuz istri

Jika istri melakukan kedurhakaan atau Nusyus maka gugurlah kewajiban

suami yang berkenaan dengan nafkah, pakaian dan pembagian giliran.*
b. Terjadinya fasakh

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya
kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk
kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau
sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam
mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca
perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri
tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami. Faskh dilakukan
dengan salah satu pihak yang merasa tertipu dan mengajukan permintaan

keputusan kepada pengadilam agama.*®

4Tim Al-Manar, Fikih Nikah (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 77.

4 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Prenada media group, 2003), 134-
135.
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c. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian
1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial
yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar
(pangan, papan, dan sandang) dan keinginan non material (pendidikan, kesehatan,
rekreasi dan lain-lain).*’Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari
tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka
melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi

kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.*

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah
suatu ilmu yang membahas tentang usaha manusia baik dalam lingkup individu
atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan

baik yang bersifat materiil maupun non materiil yang bersifat tidak terbatas.
2. Pengertian Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga adalah Pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan
yang berkaitan dengan upaya manusia (keluarga) dalam memenuhi kebutuhan
keluarga yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Salah
satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah
tangga yaitu masalah ekonomi. Ekonomi keluarga berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materiil. Pemenuhan kebutuhan ekonomi

4Michail P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta:Erlangga, 1994),
12.

“Napirin, Pengatar IImu ekonomi, (Makro dan Mikro), Edisi 1 ( Yogjakarta:BPFE,
2000), 1.
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dalam keluarga dalam prakteknya terkadang mengalami ketersendatan bahkan
dapat terputus dalam keadaan yang kritis. Ketersendatan atau ketidaklancaran
pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu berbagai
permasalahan baru bahkan terkadang berujung pada perceraian pasangan suami

istri tersebut.*®
3. Kedududukan suami istri dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, namun
kepemimpinan suami di sini tidak sampai memutlakkan seorang istri untuk tunduk
sepenuhnya. lIstri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dengan suami
dengan argumentasi rasional dan kondisional.*°Dalam hubungan suami istri
mempunyai aturan yang berlaku agar suami istri tidak semena mena dalam

memperlakukan pasanganya.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga baik suami maupun istri
mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami istri juga mempunyai
tanggung jawab masing-masingyang harus mereka kerjakan. Adanya hak dan
kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam
beberapa ayat Al Qur’an dan Hadist Nabi. Hak suami adalah kewajiban istri, dan
hak istri adalah kewajiban suami. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam

rumah tangga, antara lain:

4Ahmad Muhammad al- Sissal, et.al, Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam
(Bandung: C.V Pustaka Setia, 1999), 9.

%Umar Sulaiman Al-Asqar, Pernikahan Syar’I (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)
,(Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2012), 50.
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a. Hak suami
1) Istri melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama
2) Mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri
3) Menjadi kepala keluarga.
b. Kewajiban suami
1) Memberikan nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, papan,
dan pangan.
2) Membantu peran istri dalam mengurus anak.
3) Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenang-wenang.
4) Membimbing dan memelihara keluarga dengan penuh kasih sayang dan
tanggung jawab.
c. Hak istri
1) Mendapatkan nafkah dari suami.
2) Diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh suami.
3) Mendapat penjagaan, perlindungan, dan perhatian dari suami agar
terhindar dari hal-hal buruk.
d. Kewajiban istri
1) Mendidik dan mengasuh anak dengan baik dengan penuh tanggung jawab.
2) Menghormati dan mentaati suami dalam batas yang wajar.
3) Menjaga kehormatan keluarga.
4) Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah) untuk mencukupi

kebutuhan keluarga.
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Dalam hal kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada
keluarganya, berlaku dalam figh yang didasarkan kepada prinsip pemisahan harta
antara suami dan istri. Begitu pula hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1
yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.®*Hal ini,
juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1-4 yang menyatakan
bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh

suami istri secara bersama.
4. Faktor- faktor ekonomi yang menjadi penyebab Perceraian

a. Nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan
pendapatan minim. Rendahya atau minimnya pendapatan suami dapat
didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, atau pendapatan dapat
dikategorikan rendah apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-

lain.>?

Terdapat banyak pendapat yang berkenaan dengan batas minimal
pemberian nafkah dari suami untuk istri. Perbedaan pendapat ini di landasi dari

ketentuan standar apa yang menjadi ketentuan penetapan besar dan kecilnya

SLAbdul Rohman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158-
163.

S2Emil Salim, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan (Jakarta:
Yayasan Idayu, 1980), 19.
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nafkah. Pendapat pertama, menurut Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang
menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan
istri secara bersama-sama. Jika suami istri mempunyai status sosialnya berbeda
maka di ambil standar menengah di antara keduanya, yang menjadi pertimbangan
pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara istri dan suami,
oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar

nafkah.

Pendapat kedua, menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa besarnya
nafkah itu tidak ditentukan ketentuan syara’ akan tetapi berdasarkan keadaan
masing- masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan
tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat abu
hanifah. Karena ketidak jelasan nafkah, apakah di samakan dengan pemberian
makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fugaha sependapat
bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya dan pemberian makanan ada

batasnya.>
Menurut pendapat Imam Asy Syaukani bahwa:

“Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak ada
ukuran tertentu dari suatu nafkah hal ini dikarenakan karena adanya
perbedaan waktu, tempat, kondisi, keadaan, dan orang yang bersangkutan.
Sebab tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan
yang lebih banyak dari pada masa yang lain. Demikian dengan tempat atau
daerah, kareana ada suatu daerah yang makanya dua kali sehari, ada yang
tiga kali sehari, bahkan ada yang makan empat kali sehari. Demikian
dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih
ketat dari pada pada masa panen. Begitu juga dengan orangya, karena ada
sebagian orang yang makanya menghabiskan satu sha (675 gram gandum

531bnu Rusyd, Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Mugtasid, Juz 2 (Beirut:, Dar- al-jiil,
1989), 41.
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atau beras bahkan bisa lebih, ada yang cuma setengah sha, dan ada pula
yang kurang dari itu.>

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatar
belakangi oleh banyak hal salah satunya sedikitnya penghasilan yang tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan pokok. Kebutuhan
pokok tidak hanya berupa pangan, sandang, dan papan, kebutuhan lain yang
menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, surat kabar,
kebutuhan pendidikan dan sekolah anak-anak, kesehatan, serta biaya untuk
kegiatan sosial kemasyarakatan tak kalah pentingnya. Jumlah pengeluaran yang
semacam ini terkadang lebih besar dari pada kebutuhan pokok. Oleh sebab itu,
dengan penghasilanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
begitu banyak dan aneka macam. Dan jika istri tidak membantu dan terus
beranggapan bahwa nafkah semua keluarga adalah kewajiban suami maka sudah
dipastikan ketidak harmonisan keluarga terganggu dan dapat berakhir pada

perceraian.
b. Suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah.

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah
kepada istri telah diatur di dalam Undang- undang perdata, Undang- undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab
perkawinan. Dalam Undang- undang perdata, kewajiban suami dalam hal
pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang

berbunyi:

SYusuf Qadrawi, Hadyul Islam, Fatawa Nua’asyirah, Terj, As’ad Yasin, “Fatwa-fatwa
Kontemporer”, Jilid Satu,(Jakarta:Gema Insani Prees, 1995), 679.
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“Setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di
tempatinya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan
hidup sesuai dengankemampuannya”.

Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang

berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampauanya”.

Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah,

terdapat pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilanya, suami menanggung: Nafkah dan
tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan
pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak”.

Kewajiban suami dalam pemberian nafkah bersifat mutlak walaupun istri
mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Menurut pendapat Umar Sulaiman Al-

Asgar, menyatakan bahwa:

“Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena
status istri yang menjadi tawanan suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa
izin suaminya) dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan
suami wajib memberikan nafkah keadaan telah gugur.>®

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk
istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini, surah Al-Bagarah ayat 233
mengaajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi
nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara mak’ruf.>®

Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandaskan bahwa suami wajib memberi

S5Umar Sulaiman Al-Asqar, Pernikahan Syar’i (Menjaga Harkat dan Martabat
Manusia), (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 205- 206.

6Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogjakarta:Ull Press, 1998), 108.
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nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin,

maupun muslim ataupun non muslim.’

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk
perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan di karenakan istri
membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi keawajiban yang
timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Sudah menjadi
kewajiban lelaki untuk memberikan nafkahi kepada istri dengan memberikan apa

yang menjadi hak bagi istri.
C. Peraturan Perceraian Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Positif
1. Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah atau Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:
verb atau kata Kkerja, a. Pisah b. Putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian
kata perceraian mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan, 2. Perihal
bercerai (antara suami istri) perpecahan. Adapun kata bercerai mengandung arti
verb (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi. 2. Berhenti
bersuami istri.®® Istilah mengenai Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang
ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Perceraian, b.
Kematian, c. Putusan pengadilan. Secara yuridis istilah perceraian yaitu putusnya

sebuah hubungan perkawinan antara suami istri. Istilah perceraian menurut

5"Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam,(Jakarta:PT. Hidakarya Agung,
1990), 101.

8Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia Edisi Kedua(Jakarta:Balai Pustaka, 1997), 185.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perceraian

menunjukkan adanya:

a.

b.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk
memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.

Peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami
dan istri, yaitu terjadinya kematian dari salah satu yang bersangkutan, dan
itu merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan
Yang Maha Esa.

Putusan hukum oleh pengadilan yang berakibat putusnya hubungan
perkawinan antara suami dan istri.>

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa:

Putusnya hubungan perkawinan dikarenakan terjadinya kematian
disebut Cerai Mati, adapun putusnya hubungan perkawinan karena
terjadinya perceraian terdapat dua istilah, yaitu: Cerai gugat dan Cerai
Talak. Putusnya perkawinan kerena putusan dari pengadilan disebut
dengan istilah Cerai batal. &

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 974

Tentang Perkawinan adalah Putusnya Perkawinan. Dalam UU telah dijelaskan

mengenai pengertian dari perkawinan, terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan ialah ikatan

hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pengertian di yang diatas dapat disimpulkan

bahwa Perceraian yaitu putusnya sebuah hubungan antara suami dan istri yang

mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

15.

$¥Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

80Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia; Revisi (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2010), 108.
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Perceraian yang di lakukan dengan tidak melalui proses peradilan
merupakan perceraian yang tidak sah dan tidak diakui oleh negara. Perceraian
yang melalui proses peradilan sejatinya untuk melindungi hak-hak hukum pada
perempuan dan untuk menciptakan kepastian hukum bagi yang melakukan
perceraian. Pengertian perceraian dijelaskan dari beberapa prespektif hukum,

sebagai berikut:

a. Hukum Perceraian menurut hukum Islam telah di tuangkan dalam
hukum positif, di jelaskan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan ke dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan

Nasional, dalam hal ini mencakup:

1) Pengertian perceraian dalam cerai Talag, yaitu permohonan perceraian
yang diajukan oleh suami dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan
Agama, dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumya sejak
saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (Vide
Pasal 14-18 PP nQ. 9 Tahun 1975)

2) Pengertian perceraian dalam cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang
diajukan oleh istri dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang
dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak
jatuhnya putusan pengadilan agama dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (Vide Pasal 20-36).
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b. Hukum perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang
tuangkan dalam hukum positif terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu
perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri
kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya
terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di
kantor catatatan sipil (Vide Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975). Istilah perceraian dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum
Islam di atas terjadi perbedaan istilah, dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian
yang merupakan subjek perceraian. Tempat penyaluran pengajuan permohonan
perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran
permohonan perceraian bagi warga non muslim dan Pengadilan Agama

dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim.5!
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir dalam menyelesaian
problematika keluarga, di Negara Indonesia telah diatur aturan megenai itu
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat 3 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77

8IMuhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2( Jakarta:Sinar Grafika, 2014),
19.
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ayat 5 menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”, pelanggaran
kewajiban dan kesalahan dalam hubungan rumah tangga tidak hanya dapat
dilakukan oleh seorang suami melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang istri

maka dari pada itu setiap pasangan harus saling menjaga.

Kewajiban pada suami istri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban yang ada pada suami harus
diberikan kepada istri dan begitupun sebaliknya kewajiban istri harus diberikan
kepada suami. Adapun kewajiban yang telah diatur di dalam Undang-Undang
tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, dan
adapun kadar untuk memenuhi kewajiban tersebut tergantung pada kemampuan
masing- masing pihak, apabilah sengaja melalaikan kewajiban tersebut itu
merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang

perkawinan di Indonesia.

3. Asas-asas Perceraian

Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kerabat
yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Perselisihan atau pertengkaran sering
terjadi dalam rumah tangga, perbedaan pendapat antara suami istri merupakan
salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan tidak sedikit pula berakhir
dengan perceraian. Perceraian merupakan proses dimana sebelumnya pasangan
tersebut sudah berusaha mempertahankan namun mungkin jalan terbaiknya adalah

perceraian. Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-UndangNomor 1
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa
perkawinan dapat putus karena: a. Kematian,b. Perceraian, c. Atas putusan
pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan,

yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur
proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian yang terjadi antara
suami istri di dalam prakteknya memiliki asas-asas perceraian dan dijadikan

pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian.
a. Asas mempersulit hukum perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan, perceraian tidak dilarang, melainkan
pelaksanaanya saja dipersulit, artinya adanya perceraian dibolehkan apabila
seadainya benar-benar perkawinan tersebut tidak bisa di pertahankan, itu pun
harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang pengadilan.®®Asas mempersulit
dalam proses perceraian diciptakan demi menjaga tujuan perkawinan menurut
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk
membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, melalui ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.®*Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu,

pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing

2Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
15.

83Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2008), 9.

#4Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
36.
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dapat mengembangkan kepribadianya dan membantu dalam mewujudkan

kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam hubungan perkawinan diperlukan adanya kerja sama antara suami
dan istri guna meciptakan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mepersulit

terjadinya perceraian, dengan alasan bahwa:

1) Perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, adapun perceraian
adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.

2) Untuk membatasi prilaku kesewenang- wenangan suami terhadap istri.

3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setara
dengan derajat dan martabat suami.®

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan hakiki
sebagamana menurut Tinto Slamet Kurunia, tujuan peraturan perundang-
undangan adalah menciptakan kepastian hukum. dalam hal ini, pengertian tersebut
tidak bisa hanya di artikan bahwa ketidak pastian hukum terjadi apabila tanpa
adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sangat
penting untuk menciptakan kepastian hukum, agar peraturan perundan-undangan
dapat dibaca dan dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga dapat
menghindarkan spekulasi diantara penegak hukum tentang apa yang harus

dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan mengenai hak dan kewajiban.®

85Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000), 109.

®Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
39- 40.
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Dalam konsep kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama,
penanganan hukum untuk masalah-masalah kongkret dapat ditentukan hukumya.
Adapun pihak-pihak yang akan berpekara dapat mengetahui sejak awal ketentuan-
ketentuan yang dapat digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum
memiliki perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai
kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini

hakim dan pemerintah sebagai pembuat peraturan.®’

Dalam proses perkara perceraian bagi pasangan suami dan istri yang
beragama Islam harus diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai
gugat) didepan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses perceraian bagi
pasangan suami dan istri yang bukan beragama Islam prosesnya harus diputuskan
oleh Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama
menjadi sarana yang efektif dalam mengidentifikasi hukum perceraian sebagai
subsistem perkawinan, dikarenakan putusan pengadilan merupakan hasil dari
formulasi kaidah hukum. Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
setiap dalam memutuskan perkara perceraian harus memberikan argumentasi
hukum yang dapat menjustifikasi keputusanya. Putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama merupakan norma hukum yang sifatnya kongkret, yang
berfungsi untuk menegakkan norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa
yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak

terlaksana.5®

®7Satjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), 84.
®8Satjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung:Citra Aditiya Bakti, 2000), 85.
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Putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang
sangat penting bagi hukum perceraian di dalam sistem hukum perkawinan selain
hukum perundang-undangan. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemeritntan Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Implementasi Undang-undang Perkawinan Nasional memberikan wewenang
kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai otoritas lembaga
peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

perceraian.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses

Perceraian.

Fitzgerald menjelaskan tentang teori perlindumgan hukum vyang di
hasilkan oleh Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan
membatasinya, karena dalam setiap lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu salah satunya hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi
kepentingan pihak yang lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan
cara mengalokasikan atau memberikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk
bertindak dalam rangka sebagai kepentingannya, yakni disebut dengan hak. Salah
satu keperluan hukum ialah mengurusi hak dan kewajiban manusia, oleh karena
itu hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia

yang perlu dilindungi dan diatur.%®

®Ibid,, 53.
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Hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara hubungan
suami dan istri, apabila dalam perkawinannya sudah tidak terjalin keharmonisan,
maka diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum guna melindungi diri dari
tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah
kemanusian, berupa mengajukan gugatan atau permohonan cerai, sebagaimana
cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri, diharapkan peraturan hukum tersebut dapat terwujud jaminan

hukum terhadap hak dan kewajiban bagi istri dan suami.

4. Alasan-alasan Hukum Percerian Menurut Hukum Positif

Alasan dalam hukum perceraian yaitu sebagai dasar bukti yang digunakan
untuk menguatkan permohonan atau gugatan dalam setiap sengketa atau perkara
perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, adapun hukum Islam telah dituangkan ke dalam Kompilasi

Hukum Islam."®

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan
alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan
sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2)
UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacra
Adatnya (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2003), 170.
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ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.”*Alasan yang

dijadikan dasar tersebut antara lain:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, pemabuk, penjudi
dan lain sebagainya yang susuah disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.

d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang
membahayakan pihak lain.

e. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan
tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.™

5. Peraturan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Izin perkawinan dan perceraian bagi seorang ASN telah diatur dalam UU
No. 1/1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang
Pelaksanaan UU No0.1/1974, PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi ASN, Peraturan pemerintah No. 45/1990 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah N0.10/1983 tersebut. Dengan adanya berbagai instrument
Negara tentang perkawinan dan perceraian ini berarti adanya kepedulian
pemerintah terhadap kedua hal tersebut bagi seorang ASN. Telah maklum bagi
kita dalam dimensi spiritual bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan mawaddah warahmah

"IMunir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

2Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademi Presindo, 1992),
141.
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yang merupakan suatu fitrah manusia dan keharusan bagi umat Islam, khususnya
yang telah mampu secara lahir dan batin melaksanakannya.

Sudah sewajarnya bila seseorang mendambakan suatu kebahagiaan
terhadap suatu perkawinan yang akan ia bina, paling tidak segala yang diketahui
dan didengar tentang perkawinan yang harmonis itu dapat tercapai. Sebaliknya,
seseorang yang ingin menikah tidak mengharapkan rumah tangganya kacau dan
berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang mantap
dan pemikiran yang kreatif sebelum seseorang memutuskan untuk melangsungkan
pernikahan.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara
yang akan melakukan perceraian, wajib memeperoleh izin atau surat keterangan
lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Bagi Aparatur Sipil Negara yang
berkedudukan sebagai pemahon atau sebagai penggugat dalam memperoleh izin
atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis,
dalam surat permintaan izin atau pemberitauhan adanya permohonan atau gugatan
perceraian untuk mendapatkan surat izin cerai, dan juga harus mencantumkan

alasan yang lengkap yang mendasari terjadinya perceraian.

Semua ketentuan yang mengatur tentang kehidupan dan aktifitas Aparatur
Sipil Negara bertujuan agar setiap Aparatur Sipil Negara agar menjadi lebih

disiplin dan terhindar dari perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna
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ketauladananya.”Salah satu ketentuan yang sangat berkaitan dengan peningkatan
kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara yaitu peraturan yang mengatur tentang
tata cara melakukan dan pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri

Sipil yang akan melakukan perceraian, yang telah diatur dalam:

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan
bahwa:

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau keterangan lebih dahulu dari pejabat.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat
atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan
secara tertulis.”

Memahami kata wajib dan harus sebagai sesuatu perbuatan yang
mendorong untuk dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan, maka sudah
semestinya perolehan izin atau surat keterangan dari pejabat menjadi kewajiban
yang harus dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan pemahaman atas ketentuan tersebut

yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan,

Jika terdapat permohonan izin untuk bercerai yang diajukan Pegawai
Negeri Sipil dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran atau Peraturan
agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana

diberikan beberapa contohnya tersebut, maka Pejabat tidak memberikan izin

3Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipi, (Jakarta: PT Pertja, 1987), 54.

"4Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum
Islam, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2007), 2.
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untuk bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang
tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari
pejabat yang berwenang dan tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, maka
dikualifikasikan melanggar hukum khusus perceraian. Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

“Jika tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-
lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya Perceraian dan tidak
melaporkan Perkawiannya yang kedua/ketiga/kempat dalam jangka waktu

selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Perkawinan tersebut
» 75

dilangsungkan”.

Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara sudah di
atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Aparatur Sipil Negara. Dan Peraturan pelaksanaan yang terdiri dari Surat Edaran
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990, petunjuk
pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah Aparatur Sipil Negara. Setiap Aparatur
Sipil Negara yangakan melakukan perceraian, yaitu Aparatur Sipil Negara
(penggugat) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Permintaan izin
Perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis, tetapi
Peraturan ini sangat sulit dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang akan

melakukan Perceraian karena ada beberapa alasan yang tertentu. Salah satu

alasannya adalah sulitnya mendapatkan Izin secara langsung dari atasan.

>Moekiyat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), 24.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reserach) yang
bersifat kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari subyek itu
sendiri.'Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas,

yaitu antara lain:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka

2. Data penelitian diambil dari latar alami (natural setting)

3. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif

4. Lebih meningkatkan proses dari pada hasil

5. Sangat mementingkan makna.

6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang
memiliki informasi yang paling representative.

7. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.

8. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasikan dengan informasi.>

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian studi kasus,

yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu subyek, suatu latar, tempat

Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional,
1992), 21.

2Ahmad Sunhaj, Teknik Penulisan Kualitatif dalam Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-limu
Sosial dan Keagamaan (Malang: Kalimasada Press, 1996), 108.
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penyimpanan, atau peristiwa tertentu. Penelitian lapangan (field reserach)
merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari
lapangan.® Menurut Kanneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah
yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (ethnographic

study atau ethnography).*Lawrence Neuman juga menjelasakan bahwa:

Penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau panelitian
participant observation.®

Adapun penelitian lapangan ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan
PP No0.10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin
perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalam

Aparatur Sipil Negara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengadilan Agama Kota Palu. Pemilihan lokasi didasarkan pada pemikiran serta
fenomena maupun informasi, bahwa Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota
Palu merupakan wadah dalam hal Aparatur Sipil Negara serta Pengadilan Agama
Kota Palu merupakan pelaksana Peradilan dalam hal perceraian Aparatur Sipil

Negara yang beragama Islam.

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), 11.

4Kanneth D. Bailey, Methods of Social Research, (New York: A Division of Macmillan
Publishing Co. Inc, 1982), 254

>W. Lawrence Neuman, Social Research Methods (Qualitative and Quantitative
Approaches), Ed. 5th., (Boston: Allyn and Bacon, 2003), 363.
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C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan
secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara
langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek yang diteliti.
Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan
data. Instrument sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data-data empiris.®
D. Data dan Sumber Data
1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber
pertama secara umum Kita sebut sebagai narasumber atau data yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian. Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber
data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang
terkait dengan PP No0.10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 di

Badan Kepegawaian Kota Palu dan Pengadilan Agama Kota Palu.
2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperolen dengan cara studi

kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum tentang perceraian terdiri dari:

®Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2009), 168.
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a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dan

sifatnya mengikat mempunyai otoritas.’
Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan.

3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil.

4) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990
Perubahan atas Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Pelaksanaan Izin

Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang
bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti literatur-literatur, buku-buku,
jurnal, berita, makalah, penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

permasalahan yang menjelaskan bahan hukum primer diatas.

’Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52.
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3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan
Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya, Kamus, Ensiklopedia,

Internet dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah merupakan cara pengumpulan data yang
dilakukan secara sengaja dan sistematis, yang diawali dengan melakukan
pengamatan dan pencatatan atas gejala yang telah diteliti dengan melibatkan diri
dalam latar yang sedang diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi untuk
mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan mengenai proses

perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu.
2. Wawancara

Metode ini mencakup mengenai salah satu cara yang gunakan seseorang
untuk mendapatkan sesuatu tujuan tertentu, agar mendapatkan keterangan atau
pendapat secara lisan atau langsung dari seseorang atau informan. Sesuai dengan
rmetode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, pedoman
wawancara tidak terstruktur atau pedoman wawancara hanya memuat garis besar
yang akan diwawancarai. Dengan metode wawancara ini Kkreatifitas dalam
mewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak bergantung pada
pewawancara. Adapun tujuannya yaitu sebagai pengumpulan data dengan jalan

mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan para
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pihak yang mempunyai kompetensi dalam proses perceraian Aparatur Sipil

Negara di Kota Palu.
3. Dokementasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang menggunakan teknik
dalam mengumpulkan data dari sumber noninsani, adapun sumber dalam metode
ini terdiri dari rekaman dan dokumen seperti naskah pribadi, surat kabar, buku

harian, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya.®

Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang ada
pada Dinas Kepegawaian Kota Palu serta Pengadilan Agama Kota Palu yang
berhubungan dengan penelitian, dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen

tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.
F. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya
adalah menganalisis. Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam
rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data dalam
penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Analisis data kualitatif
adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga
memudahkan untuk memahami hasil dari penelitian permasalahan yang penulis
teliti dalam penelitian ini dan juga agar dapat dengan mudah diinformasikan

kepada orang lain. Ada beberapa analisis tentang teknik analisis data salah

8ImronArifin, PenelitianKualitati f (Bandung: Kalimasahada Press, 1996), 10.
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satunya dari analisis data menurut Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur
kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau
verifikasi.°Agar dengan mudah dipahami tentang penyajian data, penarikan

kesimpulan atau verifikasi, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan data, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari hasil catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sejak proses di
lakukannya pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan,
mengkode, menulis memo, menelusuri tema, dan lain sebagainya, dengan
tujuan menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian
selanjutnya data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data ialah pendeskripsian dari sekumpulan data dan informasi
tersusun yang akan membatu dalam memberikan adanya kemungkinan
penarikan pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data
kualitatif disajikan dalam bentuk teksnaratif, dengan tujuan dirancang
guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu
dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari
penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada penarikan kesimpulan dan
selanjutnya melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran

pada kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

®Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2009), 85-89.
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Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran,
kecocokan, dan kekokohannya.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian ini keabsahan data ditentukan dengan menggunakan
kriteria kredibilitas. Agar peneliti mendapatkan data yang relevan, maka peneliti

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:
1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinan terjadinya
peningkatan derajat kepercayaan pada data yang dikumpulkan.l®Dengan
melakukan perpanjangan pengamatan ini, maka peneliti akan mengecek kembali
apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber
data asli atau sumber data lain dan apabila ternyata tidak benar, maka peneliti
akan melakukan pengamatan kemabali yang lebih luas dan mendalam sehingga
dapat diperoleh data yang pasti kebenarannya.'!Dalam penelitian ini peneliti
melakukan perpanjangan pengamatan, dengan cara kembali lagi ke lapangan
untuk memastikan apakah data yang telah di dapatkan oleh penulis sudah benar

atau masih salah.
2. Ketekunan pengamatan

Melakukan peningkatkan ketekunan pengamatan dengan cara melakukan

pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan menggunakan cara

OLexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2002), 248.

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Cet. 6; Bandung: Alfabeta, 2008), 271.
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tersebut maka menghasilkan kepastian data dan urutan peristiwa yang dapat
direkam secara pasti dan sistematis. Menggunakan cara dengan meningkatkan
ketekunan ibarat melakukan pengecekan kembali soal-soal, atau makalah yang
telah dikerjakan, apakah masih ada yang salah atau tidak. Demikian juga manfaat
yang di dapatkan oleh peneliti dengan cara meningkatkan ketekunan, maka
peneliti dapat memberikan deskripsi data yang lebih akurat dan sistematis tentang
apa yang diamati.}?Salah satu yang menjadi bekal bagi peneliti dalam
meningkatkan ketekunan adalah dengan cara banyak membaca berbagai referensi
dari buku-buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang

terkait dengan proses perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu.
3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dapat diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan

data, dan waktu.®

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, Triangulasi sumber
digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahan data tersebut, dan
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan
memanfaatkan berbagai sumber data informasi yang telah di dapatkan sebagai
bahan pertimbangan, serta membandingkan data hasil observasi dengan data hasil

wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

2Ibid., 272.
Bbid., 273.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kota Palu

Palu merupakan Ibukota dari Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu
merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan
Kabupaten Donggala di sebelah barat dan Utara, Kabupaten Parigi Moutong di
sebelah timur dan Kabupaten Sigi di sebelah selatan. Kota Palu merupakan kota
lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.
Koordinatnya adalah 0,35-1,20 LU dan 120 — 122,90 BT. Kota Palu dilewati oleh

garis Khatulistiwa. Penduduk Kota Palu berjumlah 342.754 jiwa.

Pada awalnya mulanya, kota palu merupakan pusat pemerintahan kerajaan
palu. Pada masa penjajahan belanda, kerajaan palu menjadi bagian dari wilayah
kekuasaan (onder afdeling palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu landschap
palu yang mencakup distrik palu timur, palu tengah dan palu barat, landschap

kulawi dan landschap sigi dolo.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pada UU Nomor 13
tahun 1964, pada waktu itu Kota Palu berstatus sebagai ibu Kota dan kemudian
ditingkatkan menjadi Ibu kota Provinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah.
Kemudian, Kota Palu ditetapkan sebagai Kota administratif pada tahun 1978
berdasarkan pada PP Nomor 18 tahun 1978. Kini Kota Palu ditingkatkan

statusnya menjadi Kota madya Palu berdasarkan UU No 4 tahun 1994.

1 http://bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/04/BAB-2-FINAL
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Pembentukan terhadap wilayah Kota Administratif Palu yang dibentuk
pada tanggal 27 September 1978 memiliki dasar hukum dan dasar asas dekontrasi
yang sesuai dengan UU No 5 tahun 1974 mengenai pokok-pokok Pemerintahan
Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi Dati | Sulawesi Tengah sekaligus
ibukota Kabupaten Dati Il Donggala dan juga sebagai ibukota pemerintahan
wilayah Kota Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan

pemerintah menjadi kota administratif.?

Kota Palu terdiri dari 8 Kecamatan dan 46 Kelurahan dengan luas wilayah
395,06 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 363.867 jiwa dan sebaran penduduk
921 jiwa/km?. Sebelumnya Kota Palu terbagi atas 4 Kecamatan yaitu Kecamatan
Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu
Selatan. Adapun empat kecamatan baru yang mekar adalah Kecamatan Tatanga,
Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Pemekaran
ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemekaran

kecamatan.

Masyarakat Kota Palu sangat heterogen, adapun penduduk yang telah
menetap di kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja, dan
Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gorontalo,
Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan suku Kaili yang merupakan suku asli dan

terbesar di Sulawesi Tengah.®

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu
3 http://palukota.go.id/sejarah-kota-palu/



http://palukota.go.id/sejarah-kota-palu/
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Pemerintahan di Kota Palu di Pimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, dan adapun daftar Nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai

berikut:

Daftar Nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu:

. Mulai Akhir Wakil Wali
e Gl Jabatan Jabatan MEEES | NG Kota

Wali Kota Admnistratif Palu

Kisman

a Abdullah 1978 1986

Sahbuddin
b Labadjo 1986 1994

Wali Kota Palu

Rully A. 1
L Lamadjido 1994 20001 1994)

Eore Suardin
2 L amakarate 2000 2004 Suebo

5 (2000-04)
(2000)
. 17 Mei 12 Oktober

3 Suardin Suebo 2004 2005
4 Rusdi Mastura Suardin

12 Oktober | 12 Oktober 3
Suebo


https://id.wikipedia.org/wiki/Rusdi_Mastura

M. Hidayat
— Lamakarate
(Penjabat)

5 Hidayat

2005 2010 (2005)

12 Oktober | 12 Oktober 4
2010 2015 (2010)

19 Oktober | 17 Februari

2015 2016
17 Februari 5
2016 Petahana (2016)

Sumber Data: http://palukota.go.id/
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(2005-08)

Andi
Mulhanan
Tombolotutu
(2008-15)

Sigit
Purnomo

Aparatur Sipil Negara khususnya yang berada di Kota Palu memiliki

Aturan dan disiplin yang telah di atur oleh Pemerintah, dalam hal ini mengenai

Perceraian Aparatur Sipil Negara. Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota

Palu memiliki proses dan juga persyaratan yang harus dilengkapi bagi Aparatur

Sipil Negara yang ingin melakukan Perceraian, adapun yang berwenang dalam

menangani Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu khususnya bagi Aparatur

Sipil Negara yang beragama Islam yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu

dan Pengadialan Agama Palu Kelas 1 A, dan adapun gambaran umum Badan

Kepegawaian Daerah Kota Palu dan Pengadialan Agama Palu Kelas 1 A sebagai

berikut:


https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sigit_Purnomo_Syamsuddin_Said
https://id.wikipedia.org/wiki/Sigit_Purnomo_Syamsuddin_Said
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1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang pembentukan
Kota madya Daerah Tingkat Il Palu, bahwasanya segala urusan kepegawaian
ditangani oleh bagian kepegawaian dan Hukum di lingkungan Sekretariat Daerah
tingkat Il Palu. Namun seiring dengan perubahan peran pemerintah Daerah Kota
Palu, maka pada tahun 2002 urusan Kepegawaian di tangani oleh Bagian

Kepegawaian yang telah di pisahkan Urusan Umum.

Pada tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
perumusan dasar sistem organisasi Pemerintah Daerah, yang bertugas membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelanggaraan Pemerintah,
pelasanaan pembayaran dan pembinaas urusan kepegawaian di dalam organisasi,
Perangkat Daerah, Sekertaris Daerah perlu di bantu oleh Bagian Kepegawaian

yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

Pada tahun 2007 Badan Kepegawaian telah memisahkan diri dengan
Sekretariat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007, dengan nama
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palu, yang membawahi 3 (tiga)
Bidang dan 1 (satu) Tata Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
2007 serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Teknis Daerah Kota Palu. Dengan perubahan terminologi
pembagian urusan pemerintah bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang Terorganisir sesuai fungsi-

fungsi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun
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2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk membantu penyelanggaraan daerah, Kepala Daerah di bantu oleh
Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat,
Unsur Pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur Perencanaan
diwadahi dalam bentuk Badan, unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik diwadahi dalam

lembaga Teknis Daerah serta Unsur Pelaksana.*

Dalam upaya pelaksanaan strategi pelayanan optimal Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu yang erat kaitannya dengan kegiatan perencanaan dan
penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 tahun 2008, Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dimana pemerintah daerah yang mengatur dan
mengurus urusan rumah tangga pemerintah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, yang diarahkan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, partisipasi masyarakat dan
pemberdayaan, peningkatan potensi daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan keragaman suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Tahun 2013.



77

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu secara resmi mulai berdiri
sebagai Badan sendiri sejak tanggal 27 Desember 2006, yang sebelumnya adalah
sebagai Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Palu. Pada saat itu Drs.
Andiwan Betalembah dipercaya untuk menjadi kepala BKD Kota Palu terhitung
sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, yang kemudian diganti oleh Dra.
Winarti Kamaruddin hingga pensiun pada tahun 2010, selanjutnya diganti lagi
olen Hayati Moh, SE sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2012
yang kemudian sejak bulan April 2013 Kepala BKD Kota Palu dijabat oleh Moh.
Rifani, S.Sos, M.Si sampai bulan Januari tahun 2017, kemudian digantikan oleh
Drs. H. Baso sejak tahun 2017 dan menjabat sampai bulan November tahun 2019,
kemudian digantikan oleh Muliati SH. MM sejak bulan November 2019 dan

menjabat sampai sekarang.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengelolaan manajemen kepegawaian daerah serta tugas
pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pengembangan dan
pengelolaan manajemen kepegawaian daerah;

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data,
penyusunan rencana dan program pengelolaan manajemen

kepegawaian daerah;
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c. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang
pengelolaan manajemen kepegawaian daerah;

d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas
pokok dan fungsi.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu adalah:

a. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian Yang Berkualitas Dengan

Mengedepankan Prinsip Good Governance.

b. Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi

Infomasi.

c. Mewujudkan Pola Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Secara Komprehensif.
d. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan Dan

Pelatihan.

Visi Badan Kepegawaian Daerah diambil dari Misi Walikota Palu yaitu
mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis adapun Misi
Badan Kepegewaian Daerah yang merupakan cara untuk mencapai Visi dapat
diuraiakn berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pada setiap bidang

Penyelesaian kasus perceraian PNS

a. Dasar Hukum
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019)

SDokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Tahun 2019.
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- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153)

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975, tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran
Negara Tahun 1975 No. 26, Tambahan Lembaran Negara N0.3058)

- Undang-undang No. 10 Tahun 1983, tentang lIzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi PNS

- Kompilasi Hukum Islam Indonesia

. Prosedur Pelayanan

- Bagi PNS yang ingin melangsungkan perkawinan Pertama wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat melalui satuan hirarki
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan
dilangsungkan. Dalam hal ini berlaku juga bagi PNS yang duda/janda
yang melangsungkan perkawinan kedua.

- Bagi PNS yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Pejabat diatasnya dengan
mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin
perceraian itu, dan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari

Pejabat.®

®Dokumen Badan Kepegawaian Kota Palu, Tahun 2013.
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c. Waktu Penyelesaian
Penyelesaian proses pemberian izin cerai dengan waktu
penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Daftar Uraian Penyelesaian

No. Proses Penyelesaian Waktu

. Mengajukan permohonan perceraian Lhari
: ari
secara tertulis kepada atasan langsungnya

Memperoses permohonan perceraian ]
2. ) Sesuai keadaan
dengan cara BAP yang kedua belah pihak

Menerbitkan Surat Rekomendasi 1zin _
3. ] 2 Hari
Cerai

Sumber Data: Data Badan Kepegawaian Kota Palu Tahun 2013

Dalam proses pemanggilan untuk di mintai keterangan memakan waktu,
sebagaimana yang di utarakan oleh Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu:

“Proses pemanggilan BAP memakan waktu 7 hari, sebagai contoh:
dalam Minggu ini diadakan pemanggilan apabila tidak hadir maka selanjutnya
diadakan pemanggilan kedua di minggu selanjutnya dan dipastikan surat
pemanggilan sampai kepada yang dituju, adapun yang mengantarkan surat
BAP tersebut adalah dari pihak atasan atau pegawai setempat dalam hal ini
ialah pegawai BKD dan surat tersebut disertai tanda terima apabila surat
tersebut telah sampai kepada yang dituju, apabila yang dipanggil berada di
luar kota maka pihak atasan meminta nomor handphone yang bisa dihubungi

untuk melakukan konfirmasi tentang kasus tersebut”.’

d. Biaya Pelayanan
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada kegiatan
Penyelesaian Kasus Perceraian ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.

"Wawancara dengan Dewi Asnita, selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.
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e. Produk Layanan

Menerima Permohonan Izin Cerai yang diusulkan olen SKPD

Penggugat.

- Mengundang Penggugat dan Tergugat untuk dimintai Keteranan.

- Melakukan Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, bila mana
masih ada kemungkinan untuk rujuk kembali.

- Memproses Perceraian dengan cara BAP bagi Penggugat dan

Tergugat.

Menerbitkan Rekomendasi Izin Cerai.

f. Persyaratan

Permohonan secara tertulis dari Penggugat

- Surat Pernyataan Bersedia Dicerai secara tertulis dari Tergugat
- Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Penggugat

- Foto Copy Kartu Keluarga

- Foto Copy KTP Penggugat danTergugat

Foto Copy Surat Nikah.®

Menurut data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu
mengenai rekomndasi lzin Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Kota Palu,
mulai dari tahun 2016 sampai pada tahun 2019 setiap tahunnya mengalami
penurunan angka perceraian, adapun Rekapitulsi Rekomendasi lIzin Cerai dari

empat tahun terakhir yaitu:

8Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Tahun 2019.



Rekapitulsi Rekomendasi Izin cerai Tahun 2016

NO | REKOMENDASI P L JUMLAH
PERCERAIAN
1 JANUARI 1 1 2
2 FEBRUARI 1 - 1
3 MARET - - -
4 APRIL 1 3 4
5 MEI 2 - 2
6 JUNI 5 - 5
7 JULI - - -
8 AGUSTUS 2 1 3
9 SEPTEMER 7 1 8
10 | OKTOBER 1 2 3
11 | NOVEMBER 4 - 4
12 | DESEMBER 4 1 5
28 9 37
No. URAIAN AGAMA
1 REKOMENDASI ISLAM KRISTEN
PERCERAIAN 33 4
No. URAIAN JUMLAH SKPD
1 REKOMENDASI 37
PERCERAIAN
No. URAIAN JUMLAH SKPD
1 PENOLAKAN 1
IZIN CERAI

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu Tahun 2016



Rekapitulsi Rekomendasi Izin cerai Tahun 2017

NO | REKOMENDASI | P L | JUMLAH

PERCERAIAN
1 JANUARI - - -
2 FEBRUARI 3 - 3
3 MARET - - -
4 APRIL - - -
5 MEI 2 2 4
6 JUNI - - -
7 JULI 2 1 3
8 AGUSTUS 2 - 2

9 SEPTEMER - - -

10 | OKTOBER 3 - 3
11 | NOVEMBER - 1 1
12 | DESEMBER 3 - 3
15 | 4 19
No. URAIAN AGAMA
1 REKOMENDASI ISLAM KRISTEN
PERCERAIAN 16 3
No. URAIAN JUMLAH SKPD
1 REKOMENDASI 19
PERCERAIAN
No. URAIAN JUMLAH SKPD
1 PENOLAKAN i
IZIN CERAI

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu Tahun 2017



Rekapitulsi Rekomendasi Izin cerai Tahun 2018

84

NO | REKOMENDASI | P | L | JUMLAH
PERCERAIAN
1 | JANUARI - i
2 | FEBRUARI 3 | - 3
3 | MARET 3 | - 3
4 | APRIL - §
5 | MEI 3 | - 3
6 | JUNI - §
7 o0 2 [ 2 4
8 | AGUSTUS 1 - 1
9 | SEPTEMER 2 | - 2
10 | OKTOBER - §
11 | NOVEMBER 2 | - 2
12 | DESEMBER 1 - 1
17 | 2 19
No.|  URAIAN AGAMA
REKOMENDASI | ISLAM | KRISTEN | Hinpu | KRISTEN
1 | PERCERAIAN PROTESTAN
14 3 1 1

No.|  URAIAN JUMLAH SKPD

. | REKOMENDASI o

PERCERAIAN

No.|  URAIAN JUMLAH SKPD

. | PENOLAKAN _

1ZIN CERAI

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu Tahun 2018
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Rekapitulsi Rekomendasi Izin cerai Tahun 2019

NO | REKOMENDASI | P L JUMLAH

PERCERAIAN
1 JANUARI - - -
2 FEBRUARI 2 - 2
3 MARET - - -
4 APRIL - - -
5 MEI - - -
6 JUNI 2 - 2
7 JULI 1 - 1
8 AGUSTUS - - -

9 SEPTEMER - - -

10 | OKTOBER - - -

11 | NOVEMBER - - -

12 | DESEMBER - - -

5 5
No.|  URAIAN AGAMA
| | REKOMENDASI | ISLAM | KRISTEN | HINDU ngT'SETS_E&N
PERCERAIAN y -
No.|  URAIAN JUMLAH SKPD
. | REKOMENDASI -
PERCERAIAN
No.|  URAIAN JUMLAH SKPD
. | PENOLAKAN _
1ZIN CERAI

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu Tahun 2019
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Tingkat Perceraian Aparatur Sipil Negara Khususnya yang terjadi di Kota
palu tidak bisa di prediksi, akan tetapi Pemerintah telah berupaya melalui
Undang-Undang yang mengatur tentang Perceraian Aparatur Sipil Negara guna
mengurangi angka perceraian. Asas mempersulit pada Proses Perceraian Aparatur
Sipil Negara setidaknya membuat Aparatur Sipil Negara tidak gampang dalam
mengambil keputusan ingin melakukan perceraian. Adapun tingkat Perceraian
Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Kota Palu dapat di lihat di tabel di atas,
setiap tahunya mengalami penurunan dalam jumlah angka perceraian, secara tidak
lansung aturan yang mengatur tentang Permceraian Aparatur Sipil Negara

memberikan efek bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian.
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Struktur organisasi dan tatalaksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2008 Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu dapat di lihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PALU

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Badanperencanaan dan
pengembangan informasi
kepegawaian

SEKRETARIS

Sub Bag.
KeuangandanAset

Sub Bag.
KepegawaiandanUmum

Sub Bag. Perencanaan
Program

Bidang pengembangan
karier

Bidang kepangkatan dan
mutasi pegawai

Bidang pendigiikan
dan pelatihan

Sub Bid. Perencanaan
kepegawaian

Sub Bid. Penghargaan
dan pembinaan pegawai

Sub Bid. Kepangkatan

Sub Bid. Pengembangan
informasi kepegawaian

Sub Bid. Pengadaan dan
pengembangan

Sub Bid. Administrasi
mutasi dan pensiun

Sub Bid. Analisis
kebutuhan diklat

Sub Bid. Diklatstruktural,
diklatteknis dan diklat

fungsional

UPT

Sumber Data: Badan Kepegawaian Kota Palu Tahun 2013
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2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas | A
a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda sudah
dikenal adanya Qadhi di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang
diangkat olen Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan
masalah-masalah umat Islam menyangkut hubungan perkawinan: nikah, talak,
rujuk, mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (Qadhi) Mahkamah
Syar’i yang sekarang adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan bahwa
di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan hukum
Pengadilan Negeri.®

Penetapan Menteri Agama Tahun 1958 sebagai realisasi PP Nomor 45
Tahun 1957 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu meliputi daerah hukum
Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Donggala.

Berdasarkan penetapan Menteri Agama Rl Nomor 5 Tahun 1958 dan telah
diterimanya Surat Keputusan pengangkatan pegawai/karyawan PAMASYA
Donggala di Palu di atas, maka atas prakarsa koordinator Kantor Urusan Agama
Sulteng berkedudukan di Manado yakni Bapak Moh. Qasim Maragau yang berada
di Palu waktu itu dalam rangka kunjungan dinas ke daerah-daerah dalam
wilayahnya serta kerjasama dengan PEMDA Kabupaten Donggala dan Kepala
Inspeksi Pendidikan Agama Tingkat | Sulteng Bapak KH. Zainal Abidin

Betalembah, maka pada tanggal 10 februari 1965 resmi dibuka Kantor Pengadilan

*http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan,  diakses pada, 20
November 2019.
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Agama Palu (sebutan baru) di wilayah yuridiksi Pemerintah Daerah Kabupaten
Donggala di Palu. Peresmiannya dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Palu Bapak
Aminudin Yotolembah, Kepala KUADU di Palu Bapak KH. Nur Hasan Natser
serta instansi terkait turut hadir.

Kendala yang dihadapi oleh Ketua Pengadilan Agama Palu KH. Mahfud
Godal setelah peresmian Pengadilan Agama Palu serta kompleks, antara lain yang
dilantik dan diambil sumpahnya beliau selaku Ketua Pengadilan Agama Palu
praktis belum bisa menerima perkara-perkara sesuai kewenangannya diatur dalam
PP Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 4 ayat (1), pegawainya belum lengkap, pedoman
kerja belum ada, alat-alat meubelair belum ada, begitu juga alat-alat
mekanik/mesin-mesin ketik tidak ada dan anggaran biaya rutin perkantoran belum
ada.

Sesuatu yang diharapkan akhirnya datang juga, beliau diutus oleh
pemerintah daerah tingkat I Provnsi Sulawesi Tengah yang baru berdiri satu tahun
selaku daerah otonom, pisah dari provinsi Sulawesi utara berdasrkan UU Nomor
13 Tahun 1964 diresmikan berdirinya Provinsi pada tanggal 13 April 1964. Bapak
KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afria (KIAA) di
Bandung dan setelah tiba di Jakarta beliau dipanggil dijalan merdeka utara oleh
Direktorat Peradilan Agama.

Ahmad Zabidi kemudian dilantik dan diambil sumpahnya selaku
Ketua/Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Donggala (PA Palu) pada
tanggal 20 April 1965 disaksikan oleh Zanoeh dan Ali Ibrahim di Direktorat

Peradilan Agama Departemen Agama Jakarta. Kembali dari Jakarta beliau di



90

perintahkan Direktur Peradilan Agama segera mengeluarkan pengumuman
penerimaan perkara-perkara sesuai kewenangannya dan berdasarkan peraturan-
peraturan serta pedoman yang ada.

Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu terletak di Kompleks
mesjid raya Lolu Palu, dan gedung ini berdiri atas kerjasama antara Ketua
Pengadilan Agama Palu yaitu bapak KH. Mahfud dengan PEMDA tingkat |
Provinsi Sulawesi Tengah bapak M. Yasin dan bapak Zainuddin sebagai Ketua
DPRD tingkat | Sulawesi Tengah. Sejak berdiri Kantor Pengadilan Agama Palu,
telah mengalami 8 (delapan) kali pergantian pimpinan,'® secara berturut-turut
adalah:

1) KH. Mahfud Godal (1965-1981)

2) Drs. Hamzah Tiku (1981-1988)

3) Drs. Saifuddin Nour Hadi (1988-1994)

4) Drs. Dadi Suryadi (1994-1995)

5) Drs. A. Dahlan, SH. MH., Drs. H. Ucep Supriadi, Drs. Yasin Irpa, SH.
MH (2005-2007)

6) Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., MH.,bapak Drs. H. Akhmad Syamhudi,
SH., MH., sebagai Hakim Tinggi maka yang menjabat sebagai pelaksana
tugas Ketua yaituyang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Kelas 1A Palu. (2007-2010)

7) H. Sutarman, SH (2011-2015)

8) Drs. Khalis,. MH (2015-2019)

Ohttp://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada, 22
Novmber 2019.
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9) Drs. H. Mukhtar, SH., MH. (2019-Sekarang)**

a. Letak geografis serta Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu

a) Sebelah Barat berbatasan dengan lorong

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan bantilan

c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Inspektorat Kab.

Donggala

d) Sebelah Timur berbatasan dengan JL. WR. Supratman

Luas tanah secara keseluruhan 2.928 MZ.

Luas tanah untuk bangunan 885 M?

Luas tanah untuk sarana lingkungan (jIn, taman, dll.) 2.043 M?

Tanggal 13/01/1967 diperoleh dari hibah PEMDA Tingkat Il

Donggala.*?

b. Majelis Hakim, Kepaniteraan, Kepegawaian dan Jurusita Pengadilan

Agama Palu

1) Majelis Hakim

MAJELIS HAKIM

H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., MH.
NIP. 19541010.198003.1.008

Kunti Nur'aini, S.Ag. (sudah pensiun)
NIP. 19550517.198203.2.003

Drs. M. Taman
NIP. 19551231.198203.1.076

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.
NIP. 19590602.198603.1.016

1Dokumen Pengadilan Agama Palu, Tahun 2019

2Ipid,.



6. Drs. H.M. Natsir
NIP. 19591231.199103.1.026

7. Dra. Nurhayati
NIP. 19681220.199403.2.007

9. Dra. Tumisah
NIP. 19641211.199203.2.001

5. Drs. H. Amiruddin, MH.
NIP. 19590803.198703.1.004

8. Dra. Hj. St. Sabiha., MH
NIP. 19621231.198903.2.019

10. Muwafiqoh, S.H., M.H.
NIP. 19661204.199403.2.003

11. Drs. Samsudin, SH.
NIP. 19661231.199403.1.057

12. Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,M.H.
NIP. 19690329.199403.1.002

13. Drs. Muh. Arsyad
NIP. 19611010.198903.1.001

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019

2) Panitera dan Panitera Pengganti

PANITERA

Drs. HA. KADIR, MH.
NIP. 19650306 199803 1 003

PANITERA MUDA
GUGATAN

HJ. AGUSTINA PETTA
NASSE, SH., MH.
NIP. 19720817 200312 2 005

PANITERA MUDA
PERMOHONAN

MOH. RIZAL, S.Hi., MH.
NIP. 19770718 200212 1 007

PANITERA MUDA
HUKUM

RAHIDAH SAID, S.AG., MH.
NIP. 19721231 199802 2 020

1. Hj. Hadijah, SH.
NIP. 19681030 199803 2 004
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PANITERA

PENGGANTI

PANITERA
PENGGANT]I

2. Rahmawati, S.Hi
NIP. 19730624 199703 2 003

3. Dra. Darmiah
NIP. 19620331 199803 2 001

4. Suhriah, SH.
NIP. 19771113 200212 2 002

5. Sitti Nurcahaya Ismail,
S.Ag., MH.
NIP. 19730316 200312 2 001

6. Azis, SH.

NIP. 19680831 199401 1 001
7. Sukaenah, S.Ag.

NIP. 19710812 199803 2 002

8. Hj. Hasnawati, S.Ag
NIP. 19770718 200212 1 007

©w

Hj. Rinalty, S.Ag.
NIP. 19710724 200312 2 002

10. Hj. Mannaria, S.HI.

NIP. 19680317 200312 2 003
11. Aryati Yahya, S.Ag

NIP. 19701003 200312 2 003

12. Hadrat Uzair H. Hamzah,
S.Ag., MH
NIP. 19780709 200312 2 005

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019

3) Kepegawian

KEPEGAWAIAN

ADRI, SH., MH
SEKRETARIS NIP. 19681212 200212 1 004
CASUBAG SYUAIB,. SH

NIP. 19741227 200312 1 003

KEUANGAN

KEPALA SUBAG.
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C.

KEPALA SUBAG. UMUM

NASRUDIN,. ST., MM
NIP. 19771204 200604 1 001

4) Jurusita dan Jurusita Pengganti

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

Hasanuddin, S.HI.,MH.
NIP. 19840603200312 1 007

. Solman Abidin, S.HI.

NIP. 19700505 199202 1 001
Maniah

NIP. 19611231 198703 2 015
Nurmiati H. Bennu, S.HI.
NIP. 19660727 199803 2 002
Mujiyono, SH.

NIP. 19730430 200312 1 003
Kamaruddin, S.Kom.

NIP. 19820705 200912 1 002
Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.
NIP. 19711211 100312 2 002

. Abdul Khair, SH.

NIP. 19830524 200312 1 003
Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.
NIP. 19710505 199903 2 010

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019

Keadaan Perkara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Desember Tahun 2015.
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1) Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d
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JENIS PERKARA JUMLAH

Cerai Talak 160
Cerai Gugat 486
Izin Poli i

zin Poligami ’
Pembatalan Perkawinan 17
Harta Bersama 9
Penguasaan Anak 3
Perwalian .
Kewarisan 4
Itshbat Nikah 16
Hibah 5
Dispensasi kawin 3
Wakaf 1
Wali Adhal 1
P3HP/Pen. Ahli Waris 24
Pengangkatan anak 5
Penetapan janda 1
TOTAL KESELURUAN PERKARA 814

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019
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2) Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari bulan Januari s/d

Desember 2016
JENIS PERKARA JUMLAH
Cerai Talak 193
Cerai Gugat 491
] ) ) 1
Izin Poligami
Pembatalan Perkawinan 2
Harta Bersama 17
Penguasaan Anak 2
Perwalian 13
Kewarisan 8
Itsbat Nikah Gugatan 6
Itsbat Nikah Gugatan 257
Hibah )
Dispensasi kawin 1
Wakaf )
) 1
Wali Adhal
) ) 13
P3HP/Pen. Ahli Waris
Pengangkatan anak 6
Perlawanan eksekusi 1
TOTAL KESELURUAN PERKARA 1012

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019
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3) Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d

Desember Tahun 2017

JENIS PERKARA JUMLAH
Cerai Talak 207
Cerai Gugat 619
Izin Poligami 3
Pembatalan Perkawinan 1
Harta Bersama 11
Penguasaan Anak 5
Perwalian 8
Kewarisan !
Itsbat Nikah Gugatan 3
Itsbat Nikah Gugatan 285
Hibah 3
Dispensasi kawin 3
Wakaf i
Wali Adhal 3
P3HP/Pen. Ahli Waris 15
Pengangkatan anak 2
Wali pengampuh 2
Nafkah Anak !
TOTAL KESELURUAN PERKARA 1172

Sumber: Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2019
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4) Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d

Desember Tahun 2018

Perlawanan

JENIS PERKARA JUMLAH
Cerai Talak 195
Cerai Gugat 612
Izin Poligami 4
Pembatalan Perkawinan 5
Harta Bersama 4
Penguasaan Anak 1
Perwalian 18
Kewarisan !
Itsbat Nikah Gugatan 3
Itsbat Nikah Gugatan 210
Hibah i
Dispensasi kawin 11
Wasiat i
Wali Adhal 3
P3HP/Pen. Ahli Waris 17
Pengangkatan anak 1
Nafkah Anak 2
Nafkah lampau 1
1

TOTAL KESELURUAN PERKARA

1095
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Adapun visi dari Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A ialah:
Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormat untuk
memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung. Untuk demi mencapai Vvisi
maka ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.

2) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.

3) Meningkatkan kuwalitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.®3

Pelayanan yang prima, di maksudkan untuk memenuhi harapan para
pencari keadilan, yaitu setiap pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan cara yang efisien dan efektif, dan jumlah biaya perkara tidak terlalu
membebani rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian setiap
perkara tetap mengutamakan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. 14

d. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989
jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.
Memperhatiakan penjelasan pada pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU
No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, maka dapat dijelaskan bahwa

penyelesaiaan sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan, melainkan juga

13Dokumen Pengadilan Agama Palu, Tahun 2019.

“Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah dan Annalisa yahanan, Hukum Perceraiaan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 235.
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di bidang ekonomi syari’ah lainnya. Penegak/pelaksana Hukum dalam hal ini
adalah para hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, yang mana mereka dibantu
oleh para panitera, jurusita, sekertaris dan para pengawai di Kantor Pengadilan
Agama Palu Kelas 1.A, untuk mengetahui para penegak/pelaksana hukum, penulis

membuat susunan organisasi mereka sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS |.A
PERMANO. T TAHUN 215

Drs. M. Mkhtar, SH, MK,

NP. 10631115.109103.1002.

o . WK ARSYAD
BV 101101 10300101

y

101

Ors, A KADIR, MK

NP 13640300 1950021203

K. RAHIDAK 8410, 8.Ag
NP 15721231 19:000.2020

NP. 1572007 20012 200

NP, 8TT07 18 2002121 007

. KUNTI KU AN, 5.4
NP 15080917, 1902032003

MP 1901201.190901.2018

H KADUAK 84
NP. 5400105 2 00

JOLVAN ABOIN, 840
AIP. 15700008 193002 L. 004

ADR! SH ALK

NP2 2002121 004

P, 8774204 200004.1.001

INP. 18741220 2003621003

NEPALA $UB. BADIAN
UNUN DAX KEUANGAN

RUGAYAR 8K

NP. 15730008 20032 2001

TR CARAYA, B.op I
00!

N 84
e s om2m

AIP. 15040003 2003121007
(AMARVDOIN. & Kom
(IP. 15020708 200812002

AZS, B4 . NURMIATI H. BENNU, 6.5
NP, 15600031, 198401.1. 001 1P, 15600727183003.2.002
RAKMAWAT, $ TWNIYOND, 6K
NP, 157300041857012003 P, 15702003121 403
K RASKAAT, 6.9, \BOU KHAR, §H
P. 15710012 19003 2002 (1P, 1S0NAN 203121008
BUNAENAX, 8.9 IVSAKIP, 8%
INP. 1871040220003 04 (P390 200312 012
O RNALTY, 8 JUAD, 81
NP, 19710402 200003.2.001 IP. 15700904 2003122001
K HANKARIA, St 4 LT g
NP. 1600317 2003122008 IP. 1610827 20004 2.0
Dra. DARMAH \RYADL SR
NP, 156030 1950002001 1P, 13001012 200004 1008
ARTATYAA By WRAELADARAL .,
. 19T01003.200312.2.008 P, 19040009 201110201

HADRAT VZAI K HANZAK, Sy, MK
P. 1ATONNA 2003122008




102

B. Proses Perceraian ASN Di Kota Palu

1. Proses Pengajuan Izin Cerai bagi ASN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur menenai ketentuan
perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia,
termasuk warga negara yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau
Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara wajib memberikan contoh yang baik
kepada masyarakat dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam

menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Perkawinan yang kekal pastinya menjadi dambaan semua keluarga, namun
tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam perjalanan kehidupan
rumah tangga. Oleh karenanya bagi Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai
izin perkawinan dan perceraiannya, dalam proses perceraian bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara
tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat,

adapun pejabat yang berwenang memberi izin sebagai berikut:

PANGKAT PEMBERI IZIN

Pembina Utama Muda/IVc s.d Pembina | Wakil Walikota
Utama Madya/IVd
Pembina/lva s.d Pembina Tingkat I/1Vb Sekretaris Daerah Kota
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Penata Muda/llla s.d Penata Tingkat I/l11ld | Asisten Administrasi Umum

Pengatur Tingkat 1/11d ke bawah Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya

Manusia Daerah

Sumber Data: Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu tahun 2013

Proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki struktur dalam
permohonan izin perceraian, setiap jabatan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN)
mempunyai atasan yang berwenang dalam memberikan izin bagi ASN yang ingin
bercerai. Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di kelurahan atau
kecamatan maka harus melalui Camat dulu baru setelah itu ke Badan
Kepegawaian Daerah untuk mengajukan surat Izin Cerai, apabila Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berada di Dinas maka langsung ke Badan Kepegawaian
Daerah (BKD), untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai Guru,
maka terlebih dahulu harus ke dinas pendidikan, adapun Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang berkantor di Puskesmas, maka harus ke Dinas Kesehatan dulu karena
masih membawahi.

Dalam proses tesebut juga pernah di alami oleh Saudara M selaku
Pemohon Kketika ingin mengurus izin cerainya bersama istri pertamanya,

sebagaimana yang di utarakan oleh Saudara M:

“Pada proses perceraian yang pertama, waktu itu saya masih
berkantor di kelurahan, dan harus meminta surat rekomedasi dari Camat,
setelah mendapatkan Surat Rekomedasi dari Camat maka selanjutnya ke
Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan surat Izin Cerai. Dalam
proses tersebut diadakannya pemanggilan sebanyak 3 kali untuk dilakukan
mediasi, adapun usaha mediasi dilakukan dari bawah yaitu semenjak
proses mendapatkan surat rekomedasi dari Camat, setelah itu mediasi
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dilanjutkan di Badan Kepegawaian Daerah, dalam proses mediasi tersebut
termohon tidak hadir sampai pemanggilan ke 3 (tiga).*®

Adapun kasus perceraian juga di alami oleh Saudara A selaku Pemohon:

“Pada waktu perceraian tersebut, saya berkantor di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, untuk pengajuan izin cerai langsung membawa kelengkapan
berkas ke Bagian Pengelola Disiplin di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu,
dalam proses tersebut setelah Pihak Atasan menerima berkas untuk Pengajuan
izin, selanjutnya di adakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukanya
mediasi, dalam proses mediasi tersebut termohon tidak hadir sampai pemanggilan
ke 3 (tiga) tanpa alasan yang jelas dari termohon.*®

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mengajukan izin perceraian
hendaknya melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Permohonan secara tertulis dari Penggugat

- Surat Pernyataan Bersedia Dicerai secara tertulis dari Tergugat

- Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Penggugat

- Foto Copy Kartu Keluarga

- Foto Copy KTP Penggugat dan Tergugat

- Foto Copy Surat Nikah

Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian harus melengkapi
Persyaratan yang telah di tentukan sebagaimana persyratan yang di atas, apabila
dalam pengajuan izin perceraian akan tetapi persyaratanya belum lengkap maka
Atasan yang berwenang belum bisa menerima laporan izin perceraian dari
penggugat. Setelah penggugat melengkapi persyaratan tersebut maka atasan yang

berwenang akan melakukan tahap-tahap dalam pemberian izin, adapun tahap-

tahap tersebut ialah:

Bwawancara dengan Saudara M, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
20 November 2019.

Bywawancara dengan Saudara A, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
23 Juni 2020.
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a. Menerima Permohonan Izin Cerai yang diusulkan oleh SKPD Penggugat

b. Mengundang Penggugat dan Tergugat untuk dimintai Keterangan

c. Melakukan Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, bila mana masih ada
kemungkinan untuk rujuk kembali

d. Memproses Perceraian dengan cara BAP bagi Penggugat dan Tergugat

e. Menerbitkan Rekomendasi Izin Cerai.l’

Menurut Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu:

“Dalam proses pemanggilan harus teliti dikarenakan terkadang
penggugat karena sangat ingin kasusnya segera diproses, pemohon atau
penggugat memalsukan tanda tangan tergugat, maka dari pada itu atasan
beserta tim selalu melakukan pengecekan dengan cara menghubungi
tergugat untuk memastikan kebenarannya. Apabila ternyata termohon atau
tergugat tidak datang setelah pemanggilan kedua dan ketiga maka pihak
atasan membuatkan berita acara atas tidak hadirnya dalam pemanggilan
dan yang bertanda tangan yaitu para tim yang telah di tunjuk untuk

mengurus kasus tersebut”.!8

Alasan Aparatur Sipil Negara Dapat Melakukan Perceraian sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina.

b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar
disembuhkan.

c. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan

tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya.

"Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Tahun 2013.

1Bwawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.
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d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman
yang lebih berat.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat.

f. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada

harapan untuk rukun kembali.

Setiap Perceraian memiliki alasan mengapa terjadinya perceraian dalam

perkawinan, menurut saudara M:

“Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan izin cerai
dengan salah satu alasan sebagai contoh apabila selama dua tahun berturut
turut telah berpisah, dan dalam dua tahun sudah tidak perna serumah, dan
apabila belum sampai dalam dua tahun maka Aparatur Sipil Negara
tersebut belum bisa mengajukan izin cerai, adapun dalam kasus yang saya
alami, perceraian yang di lakukan berdasar pada masing-masing sudah
tidak ingin melanjutkan pernikahan”.®

Dalam kasus perceraian lainya juga di alami oleh Saudara A selaku

pemohon:

“Salah satu alasan terjadinya perceraian pada waktu itu ialah
Termohon telah meningalkan rumah selama 2 (dua) tahun lebih.?°

Adapun tanggapan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan
Kepegawaian Daerah Kota Palu mengenai alasan perceraian bagi Aparatur Sipil

Negara:

“Alasan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin
mendapatkan izin bermacam-macam alasan, akan tetapi walaupun alasan
tersebut telah termasuk dalam syarat alasan utuk mendapatkan izin, pihak

Pwawancara dengan Saudara M, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
20 November 2019.

Z\Wawancara dengan Saudara A, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
23 Juni 2020.
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BKD dan Pejabat yang berwenang tetap memproses kasus tersebut dengan
teliti dan hati-hati”.?*

Permintaan izin bagi ASN untuk bercerai ditolak apabila:

Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang dianut.

Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10
Tahun 1983

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.??

Dewi Asnita mengatakan, dalam proses pemberian Surat Rekomendasi

dari atasan selain telah melengkapi dan memenuhi persyaratan, izin akan

dikeluarkan:

”Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari termohon atau
tergugat, apabila dalam proses pengajuan izin cerai ternyata ada yang
mengajukan keberatan maka dari pihak BKD akan melakukan
pemanggilan secara terpisah dan di waktu yang berbeda, karena biasanya
dari pihak yang termohon atau tergugat mengatakan untuk tidak
dilanjutkan prosesnya, dikarenakan tergugat masih ingin mempertahankan
perkawinannya, dalam kasus lain biasanya istri sebagai penggugat sudah
ingin bercerai dengan alasan suaminya telah melakukan kekerasan dalam
rumah tangga”?

Permintaan lzin bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai diberikan

apabila:

a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.

b. Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi |1l angka 2 SE BAKN

No. 08/SE/1983.

Zlwawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian

Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.

22pPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

ZWawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian

Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.
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c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal

sehat.?

Dalam setiap proses pemanggilan BAP, pemohon/penggugat maupun
BKD harus memastikan surat pemanggilan atau kabar menganai kasus perceraian
tersebut sampai kepada tergugat atau termohon, dalam hal ini Dewi Asnita selaku

Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu mengatakan:

“Hal itu berguna untuk memudahkan proses perceraian tersebut,
apabila dalam proses tersebut termohon atau tergugat sudah menyetujui
kasus tersebut untuk di proses walaupun sampai dalam pemanggilan ketiga
akan tetapi tergugat atau termohon tidak datang, maka pihak atasan
membuatkan berita acara bahwa tidak hadirnya dalam pemanggilan,
selanjutnya pihak atasan akan membuatkan LHP (laporan hasil
pemeriksaan) dan pihak atasan akan menganalisis proses pemeriksaan
tersebut apakah layak atau tidak dikeluarkanya izin cerai, apabila pihak
atasan merasa sudah memungkinkan untuk di keuarkanya izin cerai
tersebut, maka selanjutnya pihak atasan akan mengeluarkan surat atau SK
cerai yang bertanda tangan Pihak Atasan dan kedua belah pihak, dan
dapat di wakili oleh pemohon atau penggugat apabila termohon atau
tergugat tidak hadir, selanjutnya pemohon atau penggugat membawa
perkara tersebut ke Pengadilan sebagai proses lanjutan perkara
perceraian”.?

Aturan yang mengatur mengenai hukuman berat bagi Aparatur Sipil
Negara Atau Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010, bagi Aparatur Sipil Negara Atau Pegawai Negeri Sipil
akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 apabila:

24Dokumen Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, Tahun 2013.

Z\Wawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.
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a. Apabila melakukan perceraian tanpa memperoleh izin sebelumnya dari
Pejabat atau atasan yang berwenang bagi yang berkedudukan sebagai
Pemohon/Penggugat.

b. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan tidak mau
menandatangani daftar gaji sebagai akibat dari perceraian yang di
lakukanya.

c. Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat yang berwenang dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

d. Atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan
pemintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk
melakukan perceraian, dan untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka
waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah pejabat tersebut menerima
permintaan izin atau menerima pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

e. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap izin perceraian atau
tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan
perceraian, dan tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin
untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya
tiga bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan

perceraian.®

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan

untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraianya dalam

Bhttp://bkd.sumselprov.go.id/2nmodul=halaman&judul=izin-perceraian-bagi-pns, di
akses pada, 23 februari 2020.



http://bkd.sumselprov.go.id/?nmodul=halaman&judul=izin-perceraian-bagi-pns

110

waktu selambat lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian,
dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15
ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi satu di antara hukuman
disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil saat ini PP No. 30 Tahun 1980 telah dinyatakan tidak
berlaku dan telah ganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Ini berarti bahwa hukuman
disiplin berat yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15
ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tersebut. Hukuman disiplin adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No.
30/1980 mencakup:
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk
paling lama 1 (satu) tahun;
b. Pembebasan dari jabatan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil 2’

Menurut Dewi Asnita, kendala yang di hadapi selama memproses kasus
perceraian Aparatur Sipil Negara kota palu yaitu:

“Apabila tergugat atau termohon menyatakan keberatan dalam
kasus perceraian tersebut, dan kadang dari pihak yang keberatan
melakukan berupa ancaman dan ada yang sampai mengamuk di kantor
BKD dikarenakan tidak ingin kasus tersebut diproses, dan akibatnya
berkas untuk kasus perceraian tesebut tidak berjalan dan kadang bisa

sampai bertahun-tahun, maka dari pada itu atasan beserta tim harus terus
lebih berhati-hati dalam memproses kasus perceraian Aparatur Sipil

Z’peraturan Pemerinta Rl Tahun 2010, Tentang PNS, (Citra Umbara, Bandung, 2010), 7.
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Negara di Kota Palu. Dalam proses pengajuan izin perceraian Aparatur
Sipil Negara, tidak ada perbedaan dalam proses perizinan cerai antara pria
dan wanita, dalam kasus perceraian Aparatur Sipil Negara hanya pemohon
atau penggugat yang menjabat sebagai ASN saja yang mengajukan izin
terhadap atasan yang berwenang, apabila dalam perceraian tersebut pihak
yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon bukan sebagai ASN tapi
pasangan yang akan di gugat menjabat sebagai ASN maka penggugat atau
pemohon langsung mengajukan kasus perceraiannya kepada pengadilan
dan tidak ada batasan bagi ASN yang ingin melakukan perceraian selama
dia tidak dalam ikatan perkawinan atau selama dia telah menceraikan istri
sebelumnya baru dia bisa melakukan pernikahan selanjutnya”.?®

2. Proses perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Palu

Kelas | A

Proses Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama,
dalam proses tersebut apabila belum dilengkapi dengan surat izin dari atasan,
maka Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang
bersangkutan untuk mengurus dan menyelesaikan izin tersebut ke atasan atau
pejabat yang berwenang. Menurut Muh. Arsyad selaku Hakim di Pengadilan

agama Kota Palu:

“Penundaan persidangan maksimal enam bulan seperti yang ada
dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984
tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983. Apabila
penundaan telah berjalan enam bulan, namun yang bersangkutan tetap
belum memperoleh izin dari atasan dan apabila yang bersangkutan tetap
ingin melanjutkan perkara perceraianya tanpa Surat Izin dari atasan atau
pejabat yang berwenang, maka demi perlindungan hukum atas Majelis
Hakim maka yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan
Bersedia Menerima Resiko akibat perceraian tanpa izin, maka

pemeriksaan perkara dilanjutkan”.?°

ZB\Wawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.

2\Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.
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Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama terdapat prosedur dan tata

cara yang harus diikuti, antara lain:

a. Tahap Pembuatan Gugatan

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan

model unit, yang disebut meja satu, meja dua, meja tiga yang masing-masing

mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan antara satu

dengan yang lain. Pelaksanaan tugas yang terdapat pada unit-unit ini dilakukan

oleh Sub Kepaniteraan Perkara di bawah pengamatan langsung oleh Wakil

Panitera. Dalam penerimaan berkas pada Pengadilan Agama dikenal dengan Meja

1, Meja 2, dan meja 3, tiap meja mempunyai tupoksi masing-masing, antara lain:

1) Meja Satu

a)

b)

Menerima permohonan dan gugatan, termasuk permohonan banding,
PK, kasasi, maupun eksekusi, dengan catatan bahwa permohonan
verzet tegen verstek tidak didaftar sebagai perkara baru, tetapi denden
verzet didaftar sebagai perkara baru. Menaksir biaya yang dituangkan
dalam SKUM

Menyerahkan surat gugat atau permohonan, permohonan banding, PK,
kasasi, maupun eksekusi, yang telah dilengkapi dengan SKUM kepada
yang bersangkutan agar yang bersengkutan membayar biaya panjar
perkara kepada pemegang kas.

Pemegang kas (Kasir) adalah bagian dari meja pertama yang bertugas
antara lain: Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara
yang tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang
bersangkutan (nomor jurnal dengan nomor perkara), Mengeluarkan
dan mencatat/membukukan uang biaya administrasi dan biaya proses
perkara, Dalam seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan
uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk
disetorkan ke Kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PAS,
Pencatatan masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan
dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk.

2) Meja Dua

a)

Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara
perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada
SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran perkara baru dapat
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dilaksanakan setelah panjar biaya perkara lunas dibayar pada
Pemegang Kas

b) Mengisi kolom-kolom buku register dengan tertib, rapi, teliti, dan
cermat, seperti misalnya tentang PHS, penundaan sidang, sebab
penundaan sidang, amar putusan, PBT, dsb.

c) Menyerahkan berkas perkara yang diterima yang telah dilengkapi
formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH) kepada Wakil Panitera
untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama (KPA)

d) Menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis hakimnya
kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk disertai formulir
Penetapan Hari Sidang (PHS)

3) Meja Tiga Secara garis besar bertugas:

a) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan
dari para pihak.

b) Menerima dan memberikan tanda terima atas: memori/kontra memori
banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan atas alasan

PK

¢) Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas (tugas pembundelan
berkas)

d) Mengatur giliran tugas jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh
panitera.*

b. Tahap Pembayaran Panjar

Pembayaran panjar perkara hanya dilakukan di bagian pemegang kas. Kas
merupakan bagian dari meja satu. Setiap kegiatan perkara harus melalui
pemegang kas dan dicatat secara tertib di dalam buku induk yang bersangkutan.

Dan adapun tugas-tugas pemegang kas yaitu:

1) Pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara tersebut
sebagaimana yang ada dalam SKUM

2) Pemegang kas menandatangani SKUM, memberikan nomor urut
perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat
permohonan/gugatan sebagaimana dalam buku jurnal yang berkaitan

dengan perkara yang diajukan.

%Ramdani Wahyu, Administrasi Islam di Indonesia, (Bandung, t.p., 2011), 93-94.
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3) Mengembalikan asli atau tindasan pertama SKUM beserta surat

permohonan/gugatan kepada calon pemohon/penggugat.3!

Pendaftaran

Perkara terlebih dahulu harus didaftarkan oleh pihak pencari keadilan ke

Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat sebelum diproses di Pengadilan

Agama. Adapun tahapan proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama

adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa Surat
Permohonan atau Gugatan.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan menyerahkan Surat
permohonan atau gugatan, minimal 3 (tiga) rangkap. Untuk surat gugatan
ditambah sejumlah tergugat.

Petugas Meja Satu memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan
dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang
kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya
panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk
menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR
atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.

76-77.

31Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
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Catatan: Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara prodeo atau
cuma-cuma. Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan
Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala desa
setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka
panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00,- dan ditulis dalam Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR. Dalam tingkat
pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo.
Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan
bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat
gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon
untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan
kepada pihak yang berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk
Membayar SKUM dalam rangkap tiga.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas surat gugatan atau
permohonan tersebut beserta Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM.
Pemegang kas menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM kepada
pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank
yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut.

Pihak berperkara datangke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran
panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai
dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan

besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip
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bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam
slip bank tersebut.

8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi penyetoran
yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, maka pihak yang
berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa
untuk membayar SKUM kepada pemegang kas.

9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali
kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda
lunas dalam Surat Kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkanya
kembali kepada pihak yang berperkara dan tindasan pertama Surat Kuasa
untuk membayar SKUM serta surat permohonan atau gugatan yang
bersangkutan.

10) Pihak yang berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua surat
permohonan atau gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah dua rangkap
serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar SKUM.

11) Petugas Meja Dua mendaftar mencatat surat permhonan atau gugatan
dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat
permhonan atau gugatan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran
yang diberikan oleh pemegang kas.

12) Petugas Meja Dua menyerahkan kembali satu rangkap surat permhonan
atau gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang
berperkara. Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau

Jurusita Pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan
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Susunan Majelis Hakim (PMH) dan beserta hari sidang pemeriksaan
perkaranya (PHS). Catatan: Adapun mengenai pengambilan Akta Cerai
pada Pengadilan Agama tidak dipungut biaya, terkecuali biaya untuk Kas

Negara sebesar Rp 10.000, (PP No. 53 Tahun 2008).%

Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

yaitu:

a. Buku Nikah Asli/Duplikat Asli.

b. Photocopy Buku Nikah pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai
6000 lalu dilegalisir di kantor pos.

c. Photocopy KTP pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000
lalu dilegalisir dikantor pos.

d. Surat gugatan/permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Agama Palu.

e. Surat Izin Atasan (hanya bagi PNS)3

Proses perceraian Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan bagi Aparatur
Sipil Negara yang ingin meakukan perceraian harus mendapatkan izin dari pejabat

yang berwenang, menurut Buhari selaku Pengacara di Kota Palu:

”Izin cerai dari pejabat yang berwenang bagi Aparatur Sipil Negara
bukan persyaratan formil untuk mengajukan kasus perceraian tersebut ke
Pengadilan Agama, melainkan persyaratan administrasi bagi ASN itu
sendiri, karena konsikuensinya kembali kepada ASN tersebut,
sebagaimana telah di atur dalam PP No. 53 Tahun 2010, karena merujuk

32http://belimbing08.com/index/article/prosedur-pendaftaran-perkara-di-pengadilan-
agamadi akses pada tanggal 16 januari 2020.

33 https://pa-palu.go.id/tahapan-dalam-proses-penanganan-perkara, di akses pada, 02
April 2020.
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kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984
tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, yang mana
persidangan hanya di tunda untuk memberikan waktu bagi Aparatur Sipil
Negara untuk mengurus izin dari atasan yang berwenang, apabila
sebelumnya belum mendapatkan izin dan pengadilan tidak boleh menolak

perkara tersebut hanya dikarenakan izin belum di berikan oleh atasan yang
s9 34

berwenang”.
3. Tahapan-Tahapan Penanganan Perkara Di persidangan

a. Upaya Perdamaian

Pada perkara seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib untuk
mendamaian kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidang
sebagaimana dalam Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Selanjutnya
jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka dilanjutkan dengan proses
mediasi sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak di bebaskan
memilih hakim mediator yang telah tersedia di Pengadilan Agama dan tanpa
dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh

pemohon atau penggugat..

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum
pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para
pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), sebagaimana yang utarakan oleh Muh. Arsyad

selaku Hakim Pengadilan Agama Palu:

“Dalam proses perceraian pengadilan berupaya mendorong kedua
belah pihak untuk menempuh jalur mediasi bukan hanya dalam proses di
pengadilan diadakan upaya mediasi, selain itu majelis akan menunjuk
seorang mediator untuk memidiasi kedua belah pihak, adapun tingkat

$\Wawancara dengan Buhari selaku pengacara yang telah memiliki legalitas, Palu 23 Mei
2020.
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keberhasilan dalam proses mediasi terdapat pada seberapa parah kasus
5 35

tersebut”.

Dalam proses mediasi para pihak boleh menggunakan hakim mediator
yang telah tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak
menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya
seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka.
Apabila proses mediasi berhasil, maka selanjutnya akan dibuatkan akta
perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, akan tetapi tidak dapat
dimintakan banding, peninjauan kembali dan kasasi. Apabila dalam proses

ternyata tidak terjadi damai, baik mengenai perkara perceraian maupun perkara

perdata umum, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Dalam perkara perceraian, sebelum surat gugatan dibacakan, hakim wajib
menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara dalam perkara perdata umum
sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan
Agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang dari majelis hakim.
Sebelum tergugat diberikan kesempatan oleh mejelis hakim untuk memberikan
tanggapan/jawabannya, terlebih dahulu pihak penggugat memiliki hak untuk
mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya. Apabila ternyata
penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam

gugatannya maka kemudian persidangan dilanjutkan ketahap selanjutnya.

$Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.
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c. Jawaban Tergugat

Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya setelah gugatan
dibacakan, baik ketika sidang hari itu atau pada sidang berikutnya. Jawaban
tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan sebagaimana pada Pasal
158 ayat (1) R.Bg. Pada tahap ini tergugat dapat mengajukan eksepsi (tangkisan)
atau rekonpensi (gugatan balik). dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar

untuk biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan tanggapan atau jawabannya, selanjutnya
penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat
penggugat. Pada tahap ini biasanya penggugat tetap mempertahankan gugatannya
atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari

tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan replik, selanjutnya tergugat akan diberi
kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap
ini dapat diulangi sampai menemukan titik temu antara penggugat dengan
tergugat. Apabila proses jawab menjawab tersebut telah dianggap cukup oleh
majelis dan hakim, dan apabila masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua
belah pihak, maka selanjutnya proses perceraian tersebut dilanjutkan dengan tahap

pembuktian.
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f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat atau tergugat diberi kesempatan yang sama
untuk mengajukan bukti-buktinya, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi

secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap kesimpulan ini, baik dari penggugat maupun tergugat akan
diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir menurut
pandangan masing-masing yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan
selama sidang berlangsung. Kesimpulan yang disampaikan dapat berupa tertulis

dan dapat pula secara lisan.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia sebagaimana pada
Pasal 19 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim, semua hakim akan menyampaikan pendapatnya atau pertimbangannya
baik secara lisan maupun secara tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka
akan diambil suara terbanyak, dan adapun pendapat yang berbeda tersebut dapat
dimuat dalam putusan (dissenting opinion), dalam hal ini Muh. Arsyad

mengatakan:

“Hakim akan menilai pernikahan tersebut apakah masih seperti
tujuan pernikahan yang ada dalam Undang-Undang Dasar yaitu
pernikahan sakinah warahmah apabila sudah tidak memenuhi dan sudah
tidak tercapai lagi tujuan pernikahan yang di maksud dalam Undang-
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Undang Dasar maka disitulah majelis akan mengambil keputusan untuk
mengabulkan perceraian tersebut”®,

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang,
pada tahap ini akan dibacakan putusan majelis hakim. Penggugat dan tergugat
berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah
putusan tersebut dibacakan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat
dibacakanya putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi
atau amar putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dan adapun putusan
baru yang berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan akan diterima
oleh pihak yang tidak hadir. Dalam proses perkara Cerai talak masih adanya
sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan ikrar talak, sidang ini dilakukan setelah
putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam siding tersebut kedua belah pihak akan

dipanggil lagi untuk menghadiri sidang.®’

Adapun prosedur penyelasaian perkara Cerai Talak dan langkah yang harus

dilakukan Pemohon suami/kuasanyayaitu:

1. Mengajukan Permohonan:
a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
pengadilan agama/mahkamah syar'iyah terdapat pada Pasal 118

HIR, 142 R Bg jo Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989.

%\Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.

37https://pa-palu.go.id/tahapan-dalam-proses-penanganan-perkara, di akses pada, 02 April
2020.
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b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan

agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat
permohonan terdapat pada Pasal 119 HIR, 143 R Bg jo Pasal 58
UU No 7 Tahun 1989.

Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita
dan petitum. Jika termohon telah menjawab Surat Permohonan
ternyata masih ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas

persetujuan dari Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah

syar'iyah:

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon

C.

sebagaimana pada Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989.

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah
disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus
diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah yang
daerah  hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
sebagaimana pada Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989.

Apabila ternyata Termohon berkediaman di luar negeri, maka
permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah
syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Pemohon sebagaimana pada Pasal 66 ayat (3) UU No 7 Tahun

1989.
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d. Apabila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di
luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama
atau mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat
dilangsungkannya  perkawinan atau kepada  Pengadilan
Agama Jakarta Pusat sebagaimana pada Pasal 66 ayat (4) UU No.7
1989.

3. Permohonan tersebut memuat:

a. Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman Pemohon dan
Termohon.

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai
talak atau sesudah di ucapkan ikrar talak (Pasal 66 ayat (5) UU No 7
Tahun 1989).

5. Membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 121 ayat(4) HIR,145
ayat (4) R Bg.Jo.Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, bagi yang tidak mampu
dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo terdapat pada Pasal 237

HIR,273 R.Bg.

Adapun Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama yaitu:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya ke pengadilan agama

atau mahkamah syar'iyah
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2. Pemohon dan Termohon akan dipanggil oleh pengadilan agama atau

mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.

a. Tahapan Persidangan

1)

2)

3)

Pada proses pemeriksaan sidang pertama, hakim akan
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri
harus datang secara pribadi sebagaimana dalam Pasal 82
UU No.7 Tahun 1989.

Apabila tetap tidak berhasil, maka hakim tetap mewajibkan
kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh
Jalan mediasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA
No. 2 Tahun 2003

Apabila usaha mediasi tidak behasil, maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan,
jawaban, pembuktian, jawab menjawab dan kesimpulan.
Dalam tahap jawab menjawab Temohon dapat mengajukan
gugatan rekonvensi atau gugat balik (Pasal 132a HIR, 1 58

R BQ).

b. Putusan pengadilan atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

1)

2)

Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas
maka dapat mengajukan banding melalui Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding

melalui Pengadilan Agama/Mahkamh Syar'iyah tersebut.
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3) Pemohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan
permohonan baru.
3. Apabila permohohan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka selanjutnya:

a. Pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah akan menentukan
hasil sidang penyaksian ikrar talak.

b. Pengadilan agama atau mahkamah syariyah akan memanggil
Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan ikrar talak.

c. Jika dalam tenggang waktu yang di berikan selama 6 (enam) bulan
sejak ditetapkan sidang peyaksian ikrar talak, akan tetapi suami
atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang,
maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas hukum yang sama dalam
Pasal 70 ayat(6) UU No 7 Tahun 1989.

4. Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada
kedua belah pihak setelah ikar talak diucapkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak sebagaimana dalam Pasal 84 ayat

(4) UU No 7 Tahun 1989.%8

Adapun prosedur penyelasaian perkara Cerai Gugat dan langkah-langkah

yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya yaitu:

1. Mengajukan Gugatan

38 http://www.pta-palu.go.id/, di akses pada, 28 Februari 2020.



http://www.pta-palu.go.id/

127

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau secara lisan kepada
pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah sebagaimana dalam Pasal
118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan
agama atau hahkamah syar'iyah mengenai tata cara membuat surat
gugatan (Pasal 118 HIR,142 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989).

c. Surat gugatan bisa dirubah sepanjang tidak merubah posita dan
petitum. Apabila tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan dari
tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah
syar'iyah:

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal
73 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989);

b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati
bersama tanpa izin dari tergugat, maka gugatan tersebut diajukan
kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sebagaimana dalam
Pasal 73 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat(2) UU No. 1
Tahun 1974.

c. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan

kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah
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hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sebagaimana dalam
Pasal 73 ayat(2) UU No 7 Tahun 1989.

d. Apabila Penggugat dan Tergugat berkediaman di luar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah
yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana dalam Pasal
73 ayat(3) UU No 7 Tahun 1989.

3. Gugatan tersebut memuat:

a. Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman penggugat dan
tergugat.

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

4. Gugatan mengenai penguasan anak, nafkah istri, nafkah anak dan harta
bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau
sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap
sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989.

5. Membayar biaya perkara sebagaimana di atur dalam Pasal 121 ayat (41)
HIR, 145 ayat (4) R Bg Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, dan adapun
bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo
(Pasal 237 HIR,273 R Bg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasa hukumnya menghadiri persidangan
berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

sebagaimana dalam Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R Bg.
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Adapun Proses Penyelasaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama yaitu:

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama

atau Makhamah Syari'iyah.

2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama atau Makhama

Syar'iyah untuk menghadiri persidangan tersebut.

3. Persidangan:

a. Tahapan Persidangan :

1)

2)

3)

Pada proses pemeriksaan sidang pertama, hakim akan
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri
harus datang secara pribadi sebagaimana dalam Pasal 82
UU No.7 Tahun 1989.

Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim
mewaiibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu
menempuh jalan mediasi sebagaimana telah di atur dalam
Pasal 3 ayat (1) PERMAN No. 2 Tahun 2003.

Apabila jalan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban,
jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam
tahap jawab menjawab Tergugat dapat mengajukan gugatan
rekonvansi atau gugat balik sebagaimana dalam Pasal 132a

HIR, 158 R Bg.

b. Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah cerai gugat

sebagai berikut:



130

1) Gugatan dikabulkan, apabila Tergugat tidak puas maka
dapat mengajuukan banding melalui Pengadilan Agama
atau Mahkamah Syar'iah tersebut.

2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mangajukan banding
melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah
tersebut.

3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan
permohonan yang baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka selanjutnya
panitera Pengadilan Agama atau Mahkamh Syar'iyah memberikan akta
cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-
lambatya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada

kedua belah pihak.3®

Perbedaan proses perceraian dalam peradilan antara suami atau isteri
sebagai penggugat hanya terdapat pada proses ikrar talak bagi suami sebagai
penggugat atau pemohon, seperti yang di utarakan oleh Muh. Arsyad selaku

hakim di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A:

“Apabila suami sebagai pemohon cerai talak, cerai talak prosesnya
lebih sedikit lama dikarenakan cerai talak adalah permohonan untuk
diizinkan menjatuhkan talak, hanya pengadilan yang mengizinkan bagi
suami untuk menjatuhkan talak, suami sebagai pemohon akan dipanggil ke
pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak, setelah putusan pengadilan
berkekuatan hukum maka akan dipanggil kembali untuk mengucapkan
ikrar talak, apabila tidak ada upaya banding atau kasasi dari pihak isteri,
maka selanjutnya akan dipanggil ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar
talak agar Dberkekuatan hukum. Bila suami sebagai Pemohon maka

39 http://www.pta-palu.go.id/, di akses pada, 28 Februari 2020.
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prosesnya harus mengucapkan ikrar talak, apabila dalam waktu yang
diberikan selama 6 (enam) bulan suami sebagai pemohon tidak hadir untuk
mengucapkan ikrar maka putusan tersebut tidak berkekuatan hukum dan
status mereka masih suami isteri. Adapun proses apabila istri sebagai
penggugat, dalam proses perceraian tersebut pengadilan yang mengambil
alih hak talak suami untuk menjatuhkan talak setelah perkara tersebut

diperiksa maka tinggal menunggu keluarnya akta cerai”.*

Dalam proses kasus Perceraian Saudara M,

“Ketika proses Perceraian yang pertama, Saya masih berkantor di
Kelurahan dan adapun yang mengajukan cerai pada waktu itu adalah Saya
sendiri, pada saat Perceraian yang pertama pihak istri tidak datang selama
persidangan dan juga tidak di wakili oleh kuasa hukumnya, adapun pada
percerian yang kedua pada waktu itu saya sudah pindah ke Badan
Kepegawaian Daerah Kota Palu, dan yang mengajukan cerai pada waktu
itu adalah istri saya, dan kasus tersebut langsung di bawa ke Pengadilan
Agama Kota Palu dikarenakan istri saya bukan sebagai anggota Aparatur
Sipil Negara (ASN), perceraian tersebut di dasari karena masing—masing
sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan. Dalam proses perceraian yang
kedua kalinya, saya tidak hadir dan juga tidak di wakili oleh Kuasa Hukum

dalam Perkara di Pengadilan Agama Kota Palu”.*!

Ketidakhadiran dalam Proses Perceraian juga di alami oleh Saudara A
selaku pemohon:

”Semenjak proses di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu
sampai proses Persidangan di Pengadilan Agama Kota Palu Termohon
tidak pernah hadir dan juga tidak di wakili oleh Kuasa Hukum.*2
Kasus perceraian yang tidak di hadiri oleh Tergugat maka Majelis Hakim

mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek. Putusan verstek atau
dikenal dengan istilah in absensia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam

suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut dan tidak pernah

hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya atau kuasa

40Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.

4lWawancara dengan Saudara M, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
20 November 2019.

42\Wawancara dengan Saudara A, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
23 Juni 2020.
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hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Pasal 125 HIR (1) menyebutkan:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula

menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan

patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (verstek). Dari

ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dapat

dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang

telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban

Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya
yang sah, Gugur dan Verstek serta Perlawanan terhadap Putusan untuk
menghadap atau tidak mengirimkan jawaban

Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut

Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum®*

Menurut Muh. Arsyad selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Palu

mengenai Proses Perceraian:

“Apabila dalam proses persidangan ketidak hadirannya itu ternyata
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga telah dilakukan
pemanggilan, maka oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan untuk
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Tergugat sesuai
dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Walaupun demikian Majelis tetap
berupaya agar yang ingin melakukan perceraian menjadi rukun kembali
dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009744

2019.

43Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216.

4Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
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4. Nafkah Dan Pembagian Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara Setelah
Perceraian

Kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami terhadap bekas
istri dan anak diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 Apabila perceraian dilakukan oleh pegawai negeri sipil, orang tua
terikat dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipiPasal 8 yang berbunyi:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka
ila wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri
dan anak-anaknya

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas
isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang
wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya
ialah setengah dari gajinya.

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila
isteri meminta cerai karena dimadu.

6. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi,
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus
terhitung mulai ia kawin lagi.*

Apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil
pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan
bekas istri beserta anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menyerahkan
bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan

untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk

4Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraian
,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 464-466.
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Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan
sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada
anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil
pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Proses tersebut juga di

alami oleh Saudara A:

“Pembagian Gaji untuk Mantan Istri setelah perceraian tidak di
berikan dikarenakan Termohon telah meninggalkan rumah selama 2 (dua)
tahun lebih tanpa alasan dan persetujuan dari suami, selama dalam
perkawinan bersama Termohon belum mempunyai anak oleh karena itu
nafkah anak tidak ada ketika itu.*

Dalam kasus lain, dalam hal ini Saudara M selaku pemohon mengatakan:

“ketika pada waktu melakukan Perceraian yang pertama,
pembagian gaji hanya di berikan kepada anak dari gaji pokok dan proses
tersebut di lakukan di instansi terkait, ketika itu saya sebagai Pemohon”.*’

Dalam hal pembagian gaji bagi Aparatur Sipil Negara yang telah bercerai,
Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Kota

Palu mengatakan:

”Dalam pengurusan pembagian gaji tersebut Badan Kepegawaian
Daerah akan mengeluarkan SK untuk pembagian gaji tapi harus
sepengetahuan dari pemohon atau penggugat, setelah itu pengurusanya
dilanjutkan di Badan Pengelolah Keuangan dan Bendahara Gaji, dalam hal
ini Badan Kepegawaian Daerah hanya mengeluarkan SK tersebut. Adapun
nafkah untuk anak hanya di berikan sampai anak tersebut berumur 21
tahun, dan bisa di perpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tesebut
masih bersekolah dengan ketentuan dapat menunjukan surat pernyataaan
dari kepala sekolah/kursus/perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih
sekolah/kursus/kuliah”.®

“\Wawancara dengan Saudara A, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
23 Juni 2020.

4"Wawancara dengan Saudara M, selaku ASN yang pernah melakukan Perceraian, Palu,
20 November 2019.

48\Wawancara dengan Dewi Asnita selaku Staf Pengelola Disiplin Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu, 20 Novemberi 2019.
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Hak bekas istri atas sebagian gaji tidak diberikan apabila perceraian
terjadi dikarenakan istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada
suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar
disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun
berturut-turut tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya. Meskipun perceraian tersebut terjadi atas kehendak istri,
hak istri atas sebagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan
istri mengajukan gugatan cerai dikarenakan sang istri dimadu atau karena suami
terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami terbukti
telah menjadi pemabuk, penjudi dan pemadat yang sukar disembuhkan dan atau
suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin

dari istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan gaji ialah penghasilan yang diterima
oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya
perceraian. Bendahara gaji dapat menyerahkan secara langsung sebagian gaji yang
menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian, dan
tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas
suami yang telah menceraikannya. Bekas istri juga dapat mengambil langsung
sebagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendahara gaji, atau

dengan menggunakan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan
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kepadanya.*®Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang
tersebut diatas maka pegawai negeri sipil tidak bisa seenaknya misalnya dalam hal
perceraian, Pertimbangan majlis hakim dalam hal pembagian gaji diserahkan pada

instansi atau atasan karena yang lebih berwenang adalah instansi terkait.*

Dalam beberapa perkara perceraian bagi Aparatur Sipil Negara praktiknya,
hakim dapat saja memutus bagi suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara
(ASN) untuk menafkahi istrinya hanya sampai masa iddah saja maupun sampai
mantan istrinya itu menikah lagi, seperti yang ada pada Putusan Mahkama Agama

sebagai berikut:

1. Sebagai contoh kasus dimana mantan suami yang berstatus sebagai PNS
yang meminta cerai (cerai talak) akan tetapi dalam putusan hakim tidak
memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sampai mantan istrinya
menikah lagi, nafkah hanya di berikan sampai masa iddah saja, contoh
perkara tersebut dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 121 K/AG/2011. Pemohon (Pria PNS/suami) telah mengajukan
permohonan cerai talak terhadap Termohon yakni istrinya di hadapan
persidangan Pengadilan Agama Malang dengan alasan gangguan
keharmonisan dalam rumah tangga. Mengenai Permohonan tersebut,
Pengadilan Agama Malang telah mengabulkan sebagian permohonan pria

PNS tersebut dan membebaninya, salah satunya dengan membiayai

49Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 277-278.
OWipress, Peraturan pemerintah tentang PNS, wacana intelektual, 2007, 336-337.
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mantan istrinya berupa nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000. Di
tingkat banding, putusan ini kemudian dikuatkan. !

Dalam contoh kasus kedua, dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan
Agama Serang 0137/ Pdt.G / 2012 /PA.Srg. Kasus ini tentang pria yang
berstatus PNS yang menceraikan istrinya di pengadilan agama. Dalam
gugatan baliknya (rekonvensi), mantan istri meminta kepada pengadilan
untuk membebani mantan suaminya agar memberikan nafkah sebesar 1/3
(sepertiga) dari gaji yang diterimanya sampai mantan istrinya itu menikah
lagi. Namun Hakim menolak permintaan ini dengan alasan bahwa
ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 bukan menjadi kewenangan
Pengadilan, karena kedua PP tersebut merupakan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, oleh karenanya tentang Pembagian 1/3 Gaji untuk mantan istri
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk
Verklaard). Hakim menghukum pria PNS itu untuk membayar salah
satunya adalah nafkah lddah (seratus hari) kepada mantan istrinya. >
Dalam kasus lain, dalam praktiknya hakim pernah membebani mantan
suami yang berstatus PNS untuk memberikan % gaji kepada mantan
istrinya dalam hal ini mereka tidak mempunyai anak, sampai mantan
istrinya itu menikah lagi. Hakim pada tingkat banding menghukum
Tergugat Rekonvensi yakni mantan suami yang berstatus PNS untuk
menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi vyaitu

mantan istrinya setiap bulan sampai mantan istrinya tersebut menikah lagi.

S1pytusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2011.
>2putusan Pengadilan Agama Serang 0137/ Pdt.G / 2012 /PA.
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Akan tetapi pada tingkat kasasi Hakim Agung melalui Putusan Mahkamah
Agung Nomor 184 K/Ag/2015, memperbaiki amar putusan hakim pada
pengadilan tinggi sehingga pada akhirnya diputuskan bahwa nafkah yang
diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan

istrinya itu hanya sampai masa iddah.>®

Perkara dalam kasus perceraian berbeda dengan kasus pidana, yang mana
hakim aktif dalam mencari dan mendalami kasus tersebut, menurut Muh. Arsyad

selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Palu,

“Untuk kasus perdata hakim hanya menggali atau mendalami apa
yang di sampaikan oleh yang bersangkutan saja dan lebih khusus lagi
tentang kasus perceraian, tidak mesti dicari siapa yang benar dan siapa
yang salah, setelah didalami kadang kadang yang mengajukan perkaralah
yang bersalah, majelis hanya fokus apakah rumah tangga tersebut masih
bisa dipertahankan atau sudah tidak, karena apabila hanya fokus kepada

siapa yang salah dan benar, justru akan memperpanjang masalah karena

tidak ada putusan yang menghukum yang bersalah di kasus perceraian”.%*

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Proses Perceraian ASN

Perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materil dengan
perceraian yang legal dengan formal terletak pada tata cara pelaksanaan
perceraian itu sendiri. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-
kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah menjatuhkan talak,
secara fighiyah kata-kata itu telah sah, namun secara yuridis belum dikatakan
legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan

legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan setiap putusan

%3 putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/2015.

S"Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.



139

pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini kembali

ditegaskan dalam Pasal 129 KHI berikut ini:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Dalam setiap kehidupan rumah tangga siapapun dapat mengalami
perceraian, demikian halnya Pegawai Negeri Sipil di Kota Palu. Sejatinya,
Pemerintah telah memberikan upaya untuk mengatur kesejahteraan kehidupan
rumah tangga Pegawai Negeri Sipil dan menjaga keharmonisan rumah tangga
mereka melalui keberadaan PP No. 10 tahun 1983 jo PP No, 45 tahun 1990
tentang izin Perkawinan dan Perceraian. Mengingat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
atau Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan publik yang menjadikan dirinya
sebagai tokoh yang penting di dalam tatanan struktur masyarakat. Hadirnya PP
No. 10 tahun 1983 jo tentang lzin Perkawinan dan Perceraian diharapkan dapat
memperkecil atau mempersukar perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan
memberikan beberapa alasan khusus bagi para pegawai yang akan mengajukan

izin cerai.

Kesulitan yang dihadapi saat perceraian berhubungan erat dengan nilai
kemuliaan yang dimiliki oleh pernikahan, bukankah Allah memulai kalamNya
ketika menyinggung soal pernikahan dengan kalimat dalam Q.S Yaasin (36): 36

yaitu:

SKompilasi Hukum Islam, Pasal 129
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Gsalia ¥ Uiy aemdil Gay G dVT &l e QR 25391 G il (AN
A

Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari
apa yang tumbuh dibumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari

makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui.>®

Menciptakan sebuah hubungan rumah tangga yang damai merupakan
idaman bagi setiap pasangan suami isteri akan tetapi hal itu merupakan upaya
yang tidaklah mudabh, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir
dengan sebuah perceraian, Perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan
suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah
tangga, hal ini terjadi pada masyarakat biasa atau dikalangan Pegawai Negeri Sipil

atau yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya Allah menjelaskan tentang tujuan pernikahan dalam Q.S: Ar-

Rum: (30): 21 yaitu:

I VRPN TPE: THER (U 7Tt ST SN AL S (P TS0 A SOVRNNP 1 SN TR 2 ST YU S
s35a oS00 Jang L) 1508 S50 aSaail (o oST GG "amle (e
SR T S SIS S
VY OslSah azal oY Al ) 4s3 )5

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah Dia
menciptakan dari jenismu pasangan-pasangan agar kamu (masing-masing)
memperoleh ketentraman dari pasangannya dan dijadikannya diantara
kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.>’

%Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali Art,
2005), 443.

%Ibid;.644.
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Pada dasarnya Allah membolehkan terjadi adanya perceraian tetapi
perceraian juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah, sebab apabila terjadi
perceraian maka akan merugikan kedua belah pihak, dan juga merugikan anak dan
keluarga besar dari masing- masing pihak. Oleh karena itu dalam menjalani
hubungan perkawinan hendaknya selalu berhati-hati dalam berprilaku dan berkata
agar tidak menyebabkan terjadinya perceraian. Mut’ah ialah pemberian bekas
suami kepada mantan isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan
lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a telah
mengatur bahwa mut’ah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri,

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.>®

Sebelum atau sesudah percerain khusunya bagi suami masih mmpunyai
tanggung jawab baik kepada mantan istri ataupun anaknya, Pemberian nafkah
tidak memiliki batasan waktu, selama ia masih berstatus suami, maka kewajiban
tersebut tetap melekat padanya, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika
masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban untuk memberi nafkah
(mut’ah) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.
Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan
mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.%
Mut’ah merupakan suatu pemberian dari bekas suami kepada istrinya sewaktu dia

menceraikannya, pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu

%Departemen R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2000), 69.

%9Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar BaruAlgensindo, 2014), 397.
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terjadi atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut atas kehendak istri,

pemberian itu tidak wajib.

Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak
membatasi pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga
tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian

juga pada Q.S at-Talaq: (65): 6-7:

2

&S o, u@—'lf— [P B PSR 35335 o e—‘-\iw Eia Ga Chsi

g
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\/\"j ,us” 3 AT Jedi
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Terjemahnya:

Tempatkanlah isteri-istrimu di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
mempersulit mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu
sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka
berikanlah kepada mereka upah, dan musyawarahkanlah di antara kamu
dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang mampu
memberi nafkah menurut kemampuannya, sedangkan bagi orang yang
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa kewajiban nafkah
terhadap isteri baik yang telah ditalak maupun isteri yang sedang dalam menyusui,
terdapat kewajiban suami dalam member nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah

terhadap isteri yang hamil yang telah ditalak sampai sang isteri melahirkan.

®Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali Art,
2005), 559
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Selama masih berstatus sebagai maka pemberian nafkah kepada istri tidak
memiliki batasan waktu, oleh karena itu kewajiban memberi nafkah masih
melekat, bahkan sampai sesudah perceraian terjadi, apabila seorang istri yang
masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban dalam memberikan nafkah
(mut’ah) yang wajar menurut kemampuannya kepada isterinya. Hukum positif
yang ada di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada bekas isteri dan
itu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No 1
tahun 1974, akan tetapi penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan pada pasal 149 KHI dinyatakan bahwa
apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban

berikut:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz
dan tidak dalam keadaan hamil.

Dalam pasal 160 menjelaskan bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan
kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum
positif yang ada di Indonesia telah mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah
yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan
ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam setiap menyelesaikan kasus
perceraian di Pengadilan Agama. 5'Berbeda halnya dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahunl1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

61 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 70.
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Negeri Sipil yang diatur ketentuannya sama sekali berbeda bahkan kontradiktif

baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif di Indonesia.

Pendapat Buhari selaku Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan
Advokat Indonesia (Peradi), mengenai kewajiban suami memberi nafkah yang di
atur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990:

“Perlunya perubahan tentang lamanya waktu bagi suami untuk
menafkahi mantan istri apabila suami yan mengajukan cerai, dikarenakan
aturan tersebut sangat kontradiktif dengan aturan yang ada dalam

Kompilasi Hukum Islam“,oleh karena itu perlunya perubahan pada aturan

tersebut”. 62

Apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria,
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan isteri dan
anaknya sebagaimana yang ada dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah. Gaji tersebut
dibagi masing-masing 1/3 (sepertiga) untuk suami, yakni 1/3 untuk bekas isteri
danl/3 untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak,
maka ketentuannya pembagianya adalah % gaji PNS diberikan untuk bekas

isterinya, ketentuan ini berlaku sampai bekas isterinya nikah lagi.

Pemerintah membuat peraturan yang sedemikian rupa, mempunyai tujuan
agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam
hal-hal yang sangat terpaksa, karena perceraian dapat menimbulkan mafasid
karena meskipun Islam membolehkan perceraian namun tetap berupaya

mempersempit jalannya perceraian, semua itu demi mencampai kemaslahatan

62\Wawancara dengan Buhari selaku pengacara yang telah memiliki legalitas, Palu 23 Mei
2020.
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yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan, yang merupakan tujuan

syari’at maqoshid al-syari’ah.

Dalam Islam, Allah memerintahkan seluruh umatnya untuk mentaati
pimpinan melalui firmannya yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadist
Rasullullah Saw, bahwasanya mentaati pimpinan yaitu dengan mengikuti
peraturan atau Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, di antaranya
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, salah satunya PP No. 45 tahun 1990
tentang izin perceraian dan prosedur perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang
harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang secara tertulis
dengan mencantumkan alasan-alasan perceraian tersebut. Sebagaimana Allah

berfiman dalam Q.S An-Nisaa: (4): 59:

JJ ‘)A\)_“ e}.\n} AL\\A UJJA; e.uS u\ d‘}u)j\j .m\ ‘_A\ b_gd)ﬁ 9‘501
09 J\_a u.ua;\ 3
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kepada Rasulullah, dan pada orang-orang yang memegang
kekuasaan di antara kamu. Maka jika kamu berselisi pendapat dalam suatu
masalah, maka kembalikanlah kepada kitab Allah (Al Quran) dan sunnah
Rasulullah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik
akibatnya.%®

Hal ini juga sejalan dengan gaidah fighiyyah yang mengatakan:

CaAL ) ad s 215 oS A &S

®31bid;.128.
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“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan”®*

Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam adalah kado
istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan
pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Dengan kekuatan Impres
yang masih debatable hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan
paling berarti bagi para Hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan
persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal
162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,%yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan
substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam Hukum Positif. Demikian

dikarenakan substansi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian

secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk Agama Islam di Indonesia

Pendapat Muh. Arsyad selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Palu
tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkara Perceraian Aparatur Sipil

Negara maupun Perkara Perceraian umum yang berlaku sekarang,

“Perkembangan dinamika hukum yang berada di masyarakat selalu
berubah, maka pada saat itu ternyata Undang-Undang yang ada belum
mencukupi dalam menjawab perkara yang ada, maka di situlah adanya
aturan tambahan atau perubahan dalam undang-undang tersebut, hukum
mengikuti perubahan yang ada dalam masyarakat. Hukum peradilan selalu
dituntut untuk mengkaji perkembangan yang timbul di masyarakat yang
tidak bertentangan dengan hukum yang ada, maka peradilan dituntut untuk
melakukan upaya ijtihad apabila tidak di temukan di peraturan atau
Undang-Undang tentang mengatur maslah yang timbul, maka pada saat itu

4As-Suyuti, Al-lmam Jalaluddin Abdur Rahman ibn Abi Bakri, Al-Ashbah wan Nazdahir
fil Furuu, (Beirut: Dar al-Fikri t.th), 227.

%Departemen R.I Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 2000), 53.
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Aparat Peradilan sangat dituntut berfikir demi kemaslahatan yang tidak
bertentangan dengan Aturan atau Undang-Undang yang ada”.%®

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perceraian dalam
hukum Islam dengan mengucapkan kata-kata yang bermaksud talak saja sudah
bisa dikatakan dengan perceraian. Sedangkan perceraian dalam hukum positif
dalam hal ini peraturan mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara memiliki
prosedur yang harus dijalani salah satunya harus mendapatkan izin dari pejabat
yang berwenang, dan adapun alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian
tersebut. Pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990
tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka
perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat
dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Selain dari pada itu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975
memaknai perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tinjauan hukum Islam mengenai proses perceraian Aparatur Sipil Negara
(ASN) sudah sesuai dengan hukum Islam berdasar pada firman Allah dalam Q.S
An-Nisaa: (4): 59 dan asas mempersulit yang terdapat dalam proses perceraian
Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sejalan dengan hukum Islam sebagaimana
dalam hadis nabi yaitu Dari Ibnu Umar. la berkata bahwa Rasulullah Saw telah

bersabda, sesuatau yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Dengan

\Wawancara dengan Muh. Arsyad selaku Hakim Pengadilan Agama Palu, 25 November
2019.
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memahami hadis tersebut, Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang
bahagia dan kekal, hal ini juga terdapat dalam UU 1 tahun 1974 tentang tujuan
perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Dalam asas mempersulit pada proses perceraian Aparatur Sipil Negara
dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah dan melibatkan pengawasan
Pengadilan Agama, apabila dibandingkan dengan prinsip Hukum Islam mengenai
perceraian terdapat persamaan pandangan antara Undang-Undang Perkawinan
dengan Hukum Islam. Dalam Islam kendatipun perceraian merupakan sesuatu
yang dibolehkan, akan tetapi perceraian tetap merupakan perbuatan yang tidak

terpuji di mata Allah.

Penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang Proses Perceraian
Aparatur Sipil Negara yang sedang berlaku menurut dari 5 (lima) Narasumber
yang telah di wawancarai oleh Penulis mangatakan, bahwa penerapan Undang-
Undang tentang Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu telah berjalan
sesuai Peraturan yang ada. Dalam hal ini khususnya bagi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Palu dan Pengadilan Agama Kota Palu harus di tuntut untuk terus
mengkaji tentang perubahan hukum yang terjadi di masyarakat agar dapat
menjawab setiap permsalahan yang timbul di masyarakat Khususnya dalam

Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses perceraian Aparatur Sipil Negara memiliki proses yang
harus dijalankan bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan
perceraian, di mulai dari pengurusan administrasi di Badan
Kepegawaian Daerah sampai proses mendapatkan izin dari atasan,
adapun dalam pemberian izin cerai di setiap pangkat dalam Aparatur
Sipil Negara memiliki atasan yang berwenang dalam pemberian izin.
Setelah pengurusan di Badan Kepegawaian Daerah dan medapatkan izin
cerai dari atasan selajutnya permohonan atau gugatan cerai di lanjutkan
ke Pengadilan Agama, apabila dalam proses perkara di Pengadilan
Agama ternyata Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai belum
mendapatkan izin cerai dari atasan maka Pengadilan menunda
persidangan selama enam bulan untuk pengurusan izin cerai. Adapun
usaha mediasi di lakukan olen Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengadilan Agama untuk mendamaikan dan mencari jalan tengah agar
tidak terjadi perceraian.

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai proses perceraian Aparatur Sipil
Negara telah sesuai menurut hukum Islam, berdasar pada Peraturan yang

mengatur tentang Perceraian Aparatur Sipil Negara yang memiliki asas
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mempersulit dengan melibatkan pengawasan Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengadilan Agama, bila dibandingkan dengan prinsip
Hukum Islam mengenai perceraian terdapat persamaan antara Undang-
Undang Perkawinan dengan Hukum Islam. Dalam Islam kendatipun
perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan, akan tetapi perceraian
tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji di mata Allah

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu untuk terus lebih
teliti dalam setiap penangan kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara di
Kota Palu, dan bagi Aparatur Sipil Negara di Kota Palu yang ingin
melakukan perceraian agar selalu mengikuti prosedur dan aturan yang
ada.

2. Penulis juga mengharapkan Pengadilan Agama Palu Kelas I A untuk
terus lebih teliti dalam menangani Perkara Perceraian Aparatur Sipil
Negara di Kota Palu dan terus mengakaji perkembangan Hukum yang
timbul dalam masyarakat agar lebih mudah untuk pengambilan
keputusan apabila dalam aturan yang berlaku tenyata belum cukup

untuk menjawab perkara tersebut.
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